
BUPAT: INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAL

PPZRATERAN DAERMI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 6 TAHLIN 2022

TEN TANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANCAN DAERAH

DENGAN RALIMAT TUHAN YANG MATIA ESA
BUPATT INDRAGIRI HULU,

Menimbang:a.bahwa dalam rangka penyeclenggaraan tala kelola
Pemerintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan
sistem penyelolaan keuangan daerah sccara efektif dan
efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntauililas,
dan partisipatuf,

b.bahwa pengattuiran mengenai pokok-pokok per-gelolaan
keuangan dacrah di Kabupaten Indragiri Hulu diper-ukan
untuk melaksunakan ketentuan Pasal 100° Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 ‘Tahun 2020 temtang Pedoman Teknis
Pengelolaan Kev.angan Daerah:

ec. bahwa pengaturan moengenai pengclolaan keuangan
daerah yang cGiatur daiam Peraturar Deerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-
Poxok Pengclolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tenrang Pokok-
Pokok Pengcloilaan Keuangan Daerah sudah tidak sesua
dengen perkembangan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf p, dam buruf c. perlu menetapkan
Perstaran Dacrah tentang Pokok-Pokok Pengelo.aan
Kevangan Daerah,
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Mengingal :

2.
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Pasal [8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah
(Lemmbaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25,
sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pemmbentukan Daerah
Tingkat ff indcragiri Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembantukan
Ducrah Oltunom Kabupaten dalam Lingki:ngan Propinsi
Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, ‘Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2754);
lindang-Undang Nomor [7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 426};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir denpan Undang-
Undang Nomor ¥ Tahun 2015 tentang Perubuhan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbauran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lombaran
Negara Republik Indunesin Nomor 5679};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pomerintahan Pusat dan
Pemcrintahan Daerah (Lemburan Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemharan
Negara Republik Indoncsia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintuh Nomor 12 Tahun 2019 tcntang
Pengelolaan Keuangan Daeétuh (lLembaran Negara
Repablik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6322);
Peraturan Merten Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Persturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dasersh (Berita Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2018 Nomor 157);
Pcraturan Menteéri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tenlang Pedorman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daersh
(Berita Negura Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
\781);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa) |

Dalai Peraturan Daeran ini yang dimaksud dengan:
1,
2.
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10.
11.
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Daerah adalah Kabupaten indragiri Hulu.
Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
olch Pemerintah Daerah dan Dewan Perwekilan Rakyat Duacrah
menurut asas otonomi dan tugas pembantnuan dengan prinsip
otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesansan
Republik Indonesia sehagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemeriniuahan Dacrah yang memimpin pelaksanayn Urusan
Pemerintahan yang menjadi kowenangan Daerah.
Bupau adalah Bupati Indragiri Hulu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga pcrwakilan rakyat Daerah yang berkcdudukan
sebagai unsur perryclenggara Pemerintahan Dacrah.
Keuangan Dacrah adalah scmua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat dinilai
dengan uang serta scgala bentuk kckayaan yang dapat dijadikan
milik Dacrah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Dacrah adalah kescluruhan kegiatan vang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penaluusahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Dacrah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sclanjutnva disingkatAPBN adalah rencana kevangun tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan undang-undany,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkalAPBD acalah rencana keuangan tahunan Dacrah yang diieltapkan
dengan peraturan dacrah.
Penerimuan Daerah adalah uang yangmasuk ke kas Dacrah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kus Naecrah.
Pendapatan Dacrah adulah semua hak Daerah yang diakui schagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yangberkenaan.
Dana Transfcr Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah untuk digunakan scsuai dengan kewenangan Datrah
guna mendanai kcbutuhan Dacrah dalam rangka pclaksanaan
desentralisasi.
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Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan daiam APBN
kcpada Daerah dengan tujaan untuk mcmbantw mendanai kegiatankhusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan
Daerah.
Dana Ragi Hasil yang selanjutnya disingkst DBH adalah dana vang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil beidusarkan angka perseniage tertentu dengan
tujuan micngurangi ketimpangan kemampuan kcuangan untara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan peuicrataan kcmampuan keuangan antar-Dacrah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
Dana Alokasi Khusus yang selunjutnya disingkat DAK adalah dana
yutig bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatankhusus yang merupakan Urusan Pemerintauhan yang menjadi
kewenangan Dacrah.
Belanja Daersh adalah semua kewajiban Pemerintah Dacrah yangdiakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang berkenaan.
Pembiayaan adalah seliap penerimaan yang periu dibayar kembali
dan/atau pengcluaran yang akan diteritna kembali, baix pada tahun
anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
bernkutnya.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Darrah menerima sejumiah uang atau menerima musnfaat yangbernilai uang dari pihak lkin schingga Daerah dibebani kewajibanuntuk membayar kembaili.
Vinny Dacrah yang selanjutnya disebu! Utang adalah jumlah uang
yang wajib dibayar Pemcrintah Daerah dan/atau kewajiban
Pemerintah Dacrah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.
Pemberian Pinjaman Duerah adalah bentuk investasi Pemcrintah
Dacrah pada Pemcrintah Pusat, Pemerintah Dacrah lainnya, Badan
Layanan Umum Dacrah milik Pemcrintah Deernth lainnya, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan
masyxrakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sasrana Daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
perode pelaporan yang menurunkan ekiitas atau nilsi kekayaanbersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asct atau
timbulnya kewajiban.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJIMD adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk
periode 5 (lima) tahun,
Rencana Pembangunan Tahunan Dacrah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daersh dan yang selenjutnya disingkatRKPD adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk periode 1 (satu)tahun.
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Kebyjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumcn yang memuat kebijakan bidany pendapatan, belanja, dan
Pembiaysan serta asumsi yang mendasarinya untuk periade 1 (satu)
tahun.
Priusitas dan Plafnn Angparan Sementara yang sclanjutnya disingkatPPAS adalah Program prioritas dan butus maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat Dacrah uuluk scdap Program dan
Keyiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dukumcn yang memuat
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dukumen yang memuat
rencana pendapalnn, belanja, dan Pembiayaan SKPN yang
melaksanakan fungsi Bendahara Urnum Dacrah yang digunakan
scbagai dasar penyusunan rancangan APBN.
Kerungka Pengeluaran Jangka Menengah adulah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan
kcputusan terhadap kebijakan tersebul dilakukan dalam perspektiflebih dari 1 (sama) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi
biaya akibat keputusan yang bersangkuten pada tahun berikutnya
yang dituangkan dularn prakiraan maju.
Program adalah bentuk instrutnen kcbijakan yang berisi 1 (satu) atau
Icbih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Dacrah atau masyarakat yang dikoordinusikan oleh Pemerintah
Daeral untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan olch 1 (satu)
atau bebcrapa Sanian Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian Sasaran terukur paca suatu Program dan terdiri dan
sckumpulan tindakan pengerahan sumbcr daya baik yang berupa
personil otau sumbcr daya manusia, barang modal lernmasuk
perafatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya terscbut, sebagai masukan untuk
menghasilkan Kcluaran dalam bentuk barang/ jasa.
Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatun yang dianggarkun dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari | (satu) tahun anggaran yang
pekeryaannya dilakukan mclalui kontrak tahun jamak.
Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan olch Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pcencapaian Sasaran dan tujuan
Program dan kebijakan.
Ifasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinvaKeliaran dart Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau
Keluaran yang diharapkan dari suani Kegiatan.
Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program, Kegiatan yang akan
atau telah dicapai schubungan dengan penggunuan anggaran dengankuantitas dan kualitas yang terukur.
Kas Umum Dacrah adalah tempat penyimpanan uang Dacrah yangditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah dan membayur seluruh Pengeluaran Daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan oleh Rupati untuk menampungscluruh Penerimaan Daeruh dan membayar seluruh PengeliaranDaerah pada bank yang ditctapkan.
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Dokumen VPclaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Naerah
yang sclanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanjia SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dun Pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi Bendahara Urnum Daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oieh Pengguna Anggaran.
Surat Penyediaun Dana yang selanjuinya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan terscdianya dana scbagai dasar
penerbitan Surat Permintaar Pembavaran atas pelaksanaan APBD.
Surat Permintaat) Pembayaran yang sclanjutnya dixingkat SPP
adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan
pembayaran.
Uang Perscdiaan yang sclanjumya disingkat UP adalah uang muka
kena dalam jumlah tertentu yang dibcrikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Salusan
Kerja Perangkat Daerah/Unil Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
fujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mckanisme Pembayaran
Lanysung.
Pembayaran Langsung yang sclanjutnya disingkat LS adaiah
Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerimahak lainnya atas dasar perjanjian kerja, sural Lugas, dan/atau surat
perintah kerja lamnya melalui penerbitan Surat Perintah Mcmbayar
Langsung.
Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah
tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluacan/Bendahara Pengeluaran pemhantu untuk membiayai
pengeluaran atas pelakeanzan APBD yang tidak cukup didanai dan
uang peraediaan dengan batas wakra dalam 1 (satu) bulan.
Surat Pcrintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM xsdalah
dokuinen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dukumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Brban pengeluaran DPA SKPD yang
dipergunaksan sebagai UP untuk mendanai Kegiatur.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Perscdiaan yang selanjutnva
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitun Surat Perintah Pencairan Dana ules Behan pengeluaran
DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yangtelah dibclanjakan.
Surat Penntah Membayar TU yang sclanjutnya disingkat SPM-TU
adwlah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena
kebutuhan dansnya tidak dapslt menggunakan Pembayaran
Langsung dan Uang Persediaan.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM.
LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada
pihak ketiga.
Surat Penniah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunukan sebagai dasar pencairan dana atas
Beban APBD.
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Barang Milik Daerah yang sclanjutnya disingkat BMD adalah scmua
barang yang dibeli atau diperoleh arax Beban APBD atau bcrasal dari
perolchan lainnys yang sah.
Sisa Lebih Perhilungan Anggaran yang sclanjurnya discbut SiLPA
adalah sclisih lebih realisasi penerimmaan dan pengeluaran anggaransclama 1 (sats) periode anggaran.
Prutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintrah Dacrah dan/atau hak Pemermtah Daerah yang dapatdinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdusarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat
lainrinya yang sah.
Peraturan Daerah vang sclanjutnya disebut Perda adalah Perda
Kabupaten Indragini Hulu.
Peraturan Bupat adalah Peraturan Bupati Indragiri Hulu.
Urusan Pemerintahan adaloh kekuasaan pemerintahsaan yang
menjadi kewcnangan Presicen yang pelaksanuannya dilakukan oleh
kernentenian negara dan penycienggara Permerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menycjahterakan
masyarakat.
Urasan Pemcerintahan Wajib adalah Urusan Permcrintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah.

- Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Unisan Pemerintahan yang
ec
re)9

wajib diselenggarakan oleh Dacrah sesuai dengan potensi yangdimiliki Daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentus mengenai jenia dan
mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemcrintahan Wajid
yang berhak dipcroleh setiap warga negara secary minimal.
Badan Layanan Umum Dserah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkaf (acrah
atau Unit Satuan Kerja Pcrangkat Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Dacrah dalam memberikan pelayunun kepada masyarakat
yang mempunyw ficksibilitas dalam pola pengelolaan kcuangan
sebagai pengecualian dari ketentuan Pengclolaan Keuangan Dacrah
pada umumnya.
Satuan Kerja Perangkat Ducrah yang selanjurnya disingkat SKPD
adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Dacrah yangmelaksanskun Urusan Pomerintshan Dacrah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkatSKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemcrintahan padaPemerintah Dacrah yang melaksanukan [ecngelolaan Keuangan
Daerah.
Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
bebcrapa Program.
Pengguna Anggaran yung selanjutnya disingkal PA adalah pcjabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adaluh pejabat yang diberi
kuass untuk melaksanakan schagian kewenangun PA dalam
melaksanakan sebayian tugas dan fungsi SKPD.
Tim Anggaran Pemcrintah Daerah yang sclanjutnya disingkut TAPD
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Bupati da'am rangka penyusunan APBD.
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Pejabat Pengelola Kcuangan Daerah yang sclanjutnya disingkar PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas mclaksanakan
per.gelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Duerah.
Bendahara Umum Daeruh yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPK? yang bertindak calam kapasitas sebauni RUD.
Kussa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
lugas BLD.
Pejabat Pelaxsana Tcknis kKegiatan yang sclanjutnyva disingkat PPTK
adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan I
(salu) atau Bbeberapa Keyjatan dari suatu Program sesuai dengan
bidang tugasnya.,
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keija Perangkat Daerah
Yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pade SKID.
Bendaha-a Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
mencrima, menyimpan, menyetorkan, menatavssahakan, dan
mempcrtanggunggewabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendaha-a Pengcluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahykan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Relanja Daerz
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PegawaiASN adalah Pegawai Negeri Sipil dart pegawai pemerintah dengan
perjunian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemcrintahan atau Giserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdusarkan pecraturan perundanp-
undangan.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh alau scbagian besar modalnya dimiliki
oleh Pemerintah Daersh.
Anggaran Kas adalah perkiraan arus kes masuk yang bersumhber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluur untuk mengaturketcrsediaan dana yang cuxup guna mendanai pelaksunaan APBD
dalam setiap periode.
Stander Akuntansi Pemerintahan yang selaniulnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan pemcrintah.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, kurivensi-konvensi, aturan-sturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Perncrintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintahy Daerah
untuk memenuhi kebunahan pengguna laporan keusngan dalam
Tangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antur periodc maupun antur entitas.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penvelenggara,
peralaian dan clemen lain untuk mewujudkan fungsi akuniansi
sejak analisis Gansaksi sampai dengan pelapnran kcuangan di
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
3agan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodetikasi dan klasifikasi terkait transaksi kcuangan yang dissin
sccara sistematis sehagai pedoman dalam pelaksanuan anggaran dan
pelaporan keuangan Permerintah Daerah.
Han adalzh hari kerja.

ah
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Pasal 2

Ruang lingkup pengsturst: pengelolaan Keusangan Daerah dalam
Peraturan Dacrah ini metiputi:
a. pengcloia Kcuangan Daerah;
b. APRD;

penyvusunan rancangan APBD:
. penetapan APBD;
pelaksynaan dan penatausahaan;
laporan realisasi semester preriama APBD dan perubahan
APRN,
akuntansi dan pelaporan keuengan Pemerintah Daerah;

- penyusunan rancangan pertanggungjnwaban pclaksanaan
APBD;

i. kekeyaan Daerah dan utang Daerah:
j. badan lxayanan umum Daerah;
k. penyelesaian kerugian Keuangan Nacrah;
|. informasi Keuxzngan Daerah; dan
Tr. pembinaan dan pengawasan.

m
on
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Passl 3

Keusnyan Dacrah meliputi:
a. hak Pemerintah Daernh untuk memungut pajak Dacrah dan

reuriousi Dacrah serta melakukan pinjaman;
b. kewasajiban Pemerinish Dacrah unaik menyelenggarakan urusan

pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak keriga;
Penerimaan NDacrah;
Pengcluaran Daeruh;

e. Kekuyaan Dacrah yang dikelola sendiri atau oleh pihak fain
berupa Usny, surat berhargs, piutang, barang, serie hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kckayaan Daerah yarip
dipisahxan: dan/atas

t. Kekayaan Pihak Lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelenyysraan tugas Pemeriniahan Dacrah
dan/atau kepentingan wnum.

a0

Pasal 4

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, ‘ransparan, dan berianggung jawab dengan
memperhatikan rosa keadilan, kcpatutan, manfaat untuk
masyatakat, serta taal pada ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Pengclolaan Keuangan Dacrah sebaguimnans diznaksud pada ayat
(1) diwujudkan dalam APBD.

(3) APBD schuguimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar
bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Peneritnaxn dan
Pre:ngcluaran Daerah.

g.
h.



(1)

(2)

(3)

BAB TT

PENGELOLA KIEUANGAN DAERAII

Bégian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kcuangan Ducrah

Pasal 5

Bupati selaku pemegang kckuasaan Pergelolaan Keuengan
Daerah dan mewaki'i Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan Dacrah yang dipisahkan.
Pemegange kekuasaan Pengelolaan Keviangan Daerah
scbagaimans dimaksud pada ayat (1) mempunyai kcwcnangan:a meéenyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan

Perda tetany Perubahan APBD, dan Rancangan Ferda
lentang Pertanggunpjywaban Pelaksanaan APBD;

b. mengajukan Rancangan Perda tentang APHL, RancanganPerda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kcpada
DPRD unmk dibahas bersama:

¢. menctapkan Perca tentang APBID, Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
Perlangpungjawaban Pclaksanaan APBD yang telah
mendapat persetujuan bersama DPRD:

d. meénetapkan kebijakan tcrkait Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

e. mengambil tindakyun tertentu dalam kreadaan mendesak
terkait Poengelolaan Keuangan Doeersh yang sangatdibutuhkan oleh Dacrah dan/atau masyarakat;
tnenctapkan kebijakan pengelolaan APBD,
menetapkan KPA;
menelapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran:
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungulan
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah;

j. menetapkan prjabat vang bertugas mclakukan pengelolaan
Utang dan Piutang Daerah;

k. imenuclapkan pejabar yang bertugas melakukan penguiian
alas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

1. menetapkan pcjabat Iwinnya dalam rangka Pengelolaan
Kevangan Dacrah sesuai peraluran perundang-undangan;
dan

™m. meclaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
Feraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Bupeti melimpahxan sebagian stau scluruh
kckuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungawaban, serta penpawasan Kecuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Dacrah.

i
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(4) Pcjabat Perangkat Dacrah sebagnimuna dimaksud pada ayat (3)

(3)

(6)

terdiri atas:
a. Sckretaris Daerah sclaku koordinator Pengclolaan Keuangan

Dacrah;
b. Kepala SKPKP selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPN sciaku PA.
Pelimpahan sebagian atau sehiruh kckuasaan sebaguimana
dimaksuc pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahankewenangan antara yang menicrintal:kun, menguji, dan
INCHeTINu, atau Mengehiarkan uang.
Pclimpahan kekuasaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3}
ditetapkan dengan Keputusan Buparti.

Pasal 6

(1) Bupati selaku wakil Pemerintah Dacrah dalam kepemilikan
kekayaan Dacrah yang dipisahkan scbagaiinansa dimaksud dalam
Pasul 3 ayat (1) berkedudukar scbagai pemilik modal pada
perusahaan umum Vacrah atau permegang saham pada perseroan
Dacrah.

(2) Ketentuan menyenei Bupati sclaku wakil Pemerintah Naerah dalam
kepermilikan kekayaan Dxserah yang dipisahkan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan scsuai dengan ketenluan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Koordinatar Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolayn Keuangan
Daerah sebugaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam Pengclolaan Keusngan Dacrah;
b. koordinasi dibidang penyugunan rancangan APRD, rancangan

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APRM;

. Memberikan perse!ujuan pengesahan DPA SKPN;
e. koordinasi pclaksanaan tugws Iainnya dibidang Pengelolaan

Keuangan Dacrah scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPN.
Dalam meclaksanakan tugasnya scbagaimana dimaksud pada
ayat. (1), konrdinator Pengelolaun Keusnysn Wacrah bertangeune
jawak kepada Bupati.

20

Y



Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Naerah

Pasal 8

(1) Kepcla SKPKD sclaku PPKD mempunyai tugas:

(2)

q)

(2)

(3)

a.

b.

a.

d.
e.

menyusun dan meclaksanakan kebijakan Penyclolaan
Keuangan Nacrah;
menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancungan Perda
tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelakssanaan APBD:
melaksanakan pemungutan Pendupatan Daerah yany tclah
diatur Perda;
melaksanskan fungsi BUD: dan
melaksanakan ltugas lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

PPKD dalam meclaksanakan lungsinya selaku BUD sebagaimarne
dimaksud pada avat (1) huruf d berwenang:

Tr
m
im

e
Ao

ge

menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA SKPN;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
mMembenikan petunjuk teknis pclaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas Daeruh;
melaksanakan pemungutan pajak Dacrah;
mcnetapkan SPD;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;

. Melaksanakan sistem akivntansi dan pelaporan Kcuangan
Daerah;
menyajikan informmasi keuangan Daerah; dan
melakuksn pencatatan dan pengesahan dalam kal
Pencrimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai
ketcntuan peraluran pcrundangundangan, tidak dilakukan
melalii rekening kas umum Dacrah.

L

Pausal 9

PPKD selaku KUD mengusulkan pejabat di lingkunyan SKPKD
kcpada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
Kuasa BUD sehbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.
Kuusa BLD sebagaimana dimaksud pada uyat (1) mempunyai
Laas:

ac
op

menyiapkan Anggaran Kas;
menyiapkan SPD;
tmicnerbitkan SP2D;

- memantau pelaksanaan pencrimaan dan pengeluaran APBD
olch bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang dipertukan
dalam pelaksanaan APBD;
menyimpan uang Daerah;t.

t



j.
k.

(4) Ku

melaksanakan penecmparan uang Dacrah dan
tmengelcia/menatausshakan investasi;

. mélakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA; KPAA.
atas Boban APBN;
mtluksanakan Pemberian Pinjaman Deerah atas nama
Pemerintah Daersh;
mlakukan pengelolaan Utang dan Piviany Daerah; dan
intlakukan penagihan Piutang Daerah.
asa BUD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) bertanggung

jawab kepada PPKD selaku RUM.

Bupati

Pasal 10

atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan hesarean jumlah
uang yang dikelola, hchan kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat.
Pengguna Anggaran

Pasa! )J

(1) Kepala SKPD sclaku PA mempunyai tugas:
a
b.
@.

ei

n,.

(2) PA

menycsun RKA SKPD;
menyusun NPA SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibutkyn pengcluaran aws
beban angparan helanja;
meluksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnys;
melakukan pengujian atas twgihan dan memeriniahkan
pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi Daersh;
mrngadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
da:am batas anggaran yang telah ditetapkan;

f
&

. Menandatanygani SPM;
mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya:
menyusun dan menyampaikan laporan kevangan SKPD yang
dipimpinnya;
mengawasi pclaksanaan anggaran SKPD vang dipimpinniya;
menetapkuan PP?K dan PPK SKPN;

1

-Tacnetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
daam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
ticlaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketcntuan
peraturan perundang-undangan.
bertanggung jawab stas pelaksanaan tugas dun wewenangnva

schagainana dimaksud pada ayat. (1) kepada Bupali melalui
Sckretaris Daerah.

r



Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

(1) PA capat melimpahkan scbagian kewenangannya kepada kepala
Unit SKPD selaku KPA,

(2) Peimpahan kcwenangan sebaguimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan besuren angeeran kegiatan, lokasi,
dan atau rentang kendali.

(3) Pehmpahan kewenangan sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
dilelapsan oalch Bupati atay usul kepala SKPT),

(4) Pelimpahan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mehput:
a. melakukan tindaken yang mengakibatkan penyeluaran atas

beban aneggaran belanja:
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
d. mengsdakan ikatan/perjanjian kerja sama dengyn pihak lain

dalam batas anggaran yang teluh ditctapkan;
. melaksanakan penmingutan retnbusi dacrah;
mengawasi pelaksanaan anggaran yang mcnjadi vanggung
jJawabnya; dan

¥. tnclaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(5) Dalam melaksanakan kcwenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

m
a

Bagian Kecnam
bejabat Pe.aksana Teknia Kegiatan
Satuan Kena Pcrangkat Dae-uh

Pasal 13

(1) PA/KPA dalam meluksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPN/Unit SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu
tugas dan wewenang PA/KPA.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada
PA/KPA.

asa] 14

(1) Penetapsn PPTK sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
berdasarkan pertimbangan kompetcnsi jabatan, bessran
anggaran kegiatun, beban kerja, lokusi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya
ditctapkan Bupati.

(2) PPTK scbagaimansa dimaksud pada uyat (1) merupakan Pegawai
ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

y



(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menctapkan pejabat. fungsional umum
selaxu PPTK yang kriterianya ditctapkan Bupati.

(3)

Bagian Ketujuh
Pejabat Pensivusahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 15

Kepala SKPD sclalu PA menetapkan PPK SKPD sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf1] untuk melaksanakan
fungsi tata usaha keusnpan pada SAPD.
PPK-SKPD scbagaitnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas dan wewenang:
a. melakukan venfikasi SPP UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS

beserta bukit kelengkapannya yang disjukan oleh Bendahara
Pengeluaran:

b. menyiapkan SPM;
c. melnkukan verifikasi faporan pertanygyungjawaban bendahara

penenmaan dan bendahara pengeluaran;
d. melaksunukan fungsi akcantansi pada SKPD; dan
é. menyusun Japoran kevarnpyan SKPL),
PPK-SKPD scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak merangkap
sebagai pejabat dan pegawai yung bertugas melakukan
pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaian, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 16

Dalam hal PA melinipahken scbagian kewensngannya kepada
KPA karena pertimbangan sebaysirnana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2), PA menctapkan PPK Umit SKPD untuk rneluksyanekan
fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyailua:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukt

kelengkapsnnya yang diajukan olch Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan
SPP-LS vang diajukan olet) Bendahara Pengeluaran
Petrnbantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertangegunpjawaban Bendahara
Penerimain Pembantu dan Bendahara PengcluaranPernbsantr,

t



(1)

{2}

(3}

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kesembilasn
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 17

Burati menctapkan Bendahara Penerimaau untuk
melaksanukan lLugas kcbendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD atas usu! PPKD sclaku BUD.
Bendahara Penerimaen sebagaimana dimuksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang trencrima, menyimpan, menyctorke Rekening Kas Umum Dacrah, menatausahakan, dan
mcmpcrtanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang
ditcrimanya.
Dalam hal terdapat pembentuken unit organisasi bersifat khusus
sesuai dengan ketentuan pcraturan yperundang-undangan,
Kepula Daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersitat
khusus.
Bendahara unit organisasi bersifal khusus scbagaimana pada
uyat (3) diatas mermmliki tugas dan wewenang setara dengan
Bendahara Pengeluarsn.

Pasal 18

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
Bendahara Pencrimaan Pembuntu scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas dan wewcenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditctapkan Bupa.

(i

?(

Pasal 19

Kepala SKPD ales usul Bendahara Pencrimaan dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahars
Penerimaan untuk meningkatkan efektifilas pengclolaan
Prndapatan Daerah.
Pegawai yang herfugas membantu Bendahara Penerimaan
Sebuysimana dumaksud peda ayat (1) melaksanekan tugas dan
wewenang scsuai dengan lingkup pcenugasan yang ditctapkan
Kepala SKPD,

Pasal 20

Bupati atas usul PPKD menetsapkan Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
prlsksanaan anggaran belanja pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran scbagauimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenanp sebagai berikut:
a. mengajuken permintaan pembavyaran menggunakan SPP UP,

SPP (3U, SPP TU, dan SPP LS;
b, menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanukun pembayaran dari UP, GU, dan TU yang

dikelolanya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan

kelentuan peraturan perundang undangan;

rv



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

e. mencliti kclengkanpan dokumcn pembayaran;! membuat laporan pertangpunpjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pcrtangzungawaban secara
fungsional kcpada BUD secara periodik: dan

g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundany-undangan.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2),
Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluwran
Pembann).
Bendahara Pengeluaran pembsantu scbagaimana dimaksud pada
ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
#. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU

can SPP LS;
b. mencrima dan menyimpan pelimpahan UP dari

Rendahara Pengeluaran;
c. mencrims dan menyvimpan TU dari BUD;
d. melaksanakun pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang

dikclolanya;
é. menolak pcrintah bayer dam KPA vang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan:
menelti kclengkapan dokumen pembayaran:

fg. memungut dan menyetorkan pajek scsuai dengan ketentuan
peraturan peruridang-undangan; dan

h membuat laporan pertanggungjaweban secara administrarif
kcpada KPA dan Isaporan’ pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 21

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
Menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk meningkatkan efektifilas pengelolaan Belanja
Daerah.
Pegawal yang berlugas membantu Bendahara Pengeluaran
Sehagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan togas dan
wewenany sesual dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
Kepala SKPD,
Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepala dacrah menetapkan bendshara unit orgunisasi bersifat
khusus,
Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiiiki tugas dan
wewenang sctara dengan Rendahara Pengeluaran.

Pasal 22

Ber-dahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:a.

b.

melakukan kegislan perdagangan, pckerjaan pemborongan, dan
penjualan jasa;
bertindak sebagai dan/atau penjamin atas kcgiatan, pekerjaan,
penjudian jasa; dan
menylmpan uang vada sustu bank atau lembaga keuxsngan
lainnys atas nama pobadi baik secara fangsung maupun tidak
langsung.

f.
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(1)

(2)

(3)

Bagian Kesepuluh
TAPD

Pasal 23

dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang
dipimpin oleh Sekreiaris Dacrah.
TAPD sehagaimana dimaksud pada avat (1) rerdiri atas PejaberPerencaiia Dacrah, PPKD, dan pcjabat lwin sesuai dengankcbutuhan.
TAPD sebagaimana dimaksud pada syal (1) mempunyai tugas:
a.
b.

Cc.

membahas kebijakan Pengelolann Keuangan Dacrah;
menyusun dan membahas cancangan KUA atau rancangan
ptrubahan KA;
trenyusun dan membuhas rancangan PPAS atau rancangan
perubahan PPAS;
melakukan verifikasi RKA-SKPD:
membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD,atau rancangan Pertanggungjawaban APBD;
membahas hysil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau
Pertanggungjawaban APBD;

d.

‘L

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/rancungan
perubahan DPA SKPD;
menyiapkan surat eduran Bupati tentang pedomun
penyusiuran RKA; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 25

Semua Penerimaan Dacrah dan Pengeluaran Dacrah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
Pencrimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada syat (1) terciri
ATAS:
a. pendapatan Duerah; dan
b. penerimaan Permbiayaan Daerah.
Pengcluaran Daerah sebagaimana dimaksud paca ayat (1) terdiri
atas:
a. delanja Dacrah; dan
b. pengeluaran Pembdiavaan Dacrah.
Penerimaar Dacrah yang diangearkan dalam APBD sehapaimana
dimaksud pada ayat {2) merupakan rcncana Penerimaan Dacrah
yang terukur secura rasionel yang dapat dicapai untuk setiapsuber Penerimasn Wacrah dan berdasurkan pada ketentuan
peratiran perundang-undangan.
Pengeluaran Dacrah van dianggarkan dalam APRN
sedagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana
Pengcluaran Daerah sesuna dengan kepastian tersedianya dana
alas Pencrimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
Seliap Pengcluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus memiliki dasar hudgam yung melandasinya.
Secluruh Penerimaan Daernh dan Pengeluaran Daerah
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

Pasal 26

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 27

APRN merupakan dasar Pengclolaan Keusngan Daerah dalam masa 1

(satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang menyenui
kcuangan negara.

(4)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Scruktur Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

Passa) 28

APBD menopakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. pendapatan Daerah;
b. brlanja Dacrah; dan
¢. pembinyaan Dacrah.
APRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
menurut Urusan Pemcrintahan Dacrahdan Organisasi vang
ditctapkun scsuai dengan ketentusn Feraturan Perundang
undangan.
Klasifikasi APBD mcnurul Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi sebuyaimana dimaksid pada ayat (2) disesuaikan
dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan Pcraturan
Perundang-undangan.



())

(3)

Pasal 29

Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(+) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Dacrah yang tidak perlu dibayar kembali olch Daerah
dan penerimsaan luinnya yang sesuai persturan perundang-
uncangan diakui sebagai penambah ekuitas yang mcrupakan
hak Daerah dalwm 1 (satu) tahun anggaran.
Belanja Daerah sebaguimana dimaksud dalam Pasaf 2% ayat (1|
huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekcning Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembeali olch Dacrah dan
pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-
undangan diakui sebagai pengurang ckuitas yang mcrupakan
kewajiban Dacrah dalam 1 (san)) tahun anggaran.
Perbiayaan Daeruh scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) buruf ¢ meliputi scmua penerimuan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada lahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun
anggaran berikutnya.

(2)

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daersh dirinci menurut Unisan Pemerintahan Dacrah,
orgunisasi, jonis, obyek. dan rincian obyck Pendapatan Duermsh.

Pasal 31

Pendapa:an Daerah terdiri atas:
a.pendapatan ashi Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lam pendapatan Daerah yang sah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 32

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf a meliputi:
a. pajak Dacrah:
h. resnbusi Daerah;
c. hasi] pengelolaan kekayaan Dacrah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan ash Dacrah yang sah.
Pendapatan pajak Dacrah dan refmbusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.
Hasi. Pengelolaan kKekayaan Dacrah Yang Dipisahkan
sebagaimana dimuksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yung sah sebaguimanadimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. hasil penjuslan BMD yang tiduk dipisahkan;



hasil pcmanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
hasil kerja sama daerah;
jasa giro;
hasil pengelulaan dana bergulir;
pendapatan bunga;
pencrimaan atas tuntutan ganti kerngian keuangan dacrah,

. penerimaan komisi, potongan, atan bentuk lain scbagai
akibat penjualan, tukar-mcnukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengudaan barang dan jasa termasuk pencrimaan atau
penerimaan lam sebagu akibat penyimpanan uang pada
bank, penerimaan dan hasil pemanfaatan barang Dacrah
atau dari kegiatan lainonya merupakan Pendapatan Dacrah;

i. penerimaan keuntungan dan sclisih nila: tukar rupiah
lcrhadap mata uang asing;
pendapatan denda atlas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;
pendapatan denda pajak daerah;
pendapatan denda retnbusi dacrah;

- pendapatan husil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD: dan
pendapatan lainnva sesuai dengan ketentusn Peruturan
Perundangundangan.

b.
¢.
d.
¢.
f.

5

k.
1.

n.
0.
P.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dilarang:
a. melakukan pungulan atau yang disebut nama lainnya yang

dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
Undang-Undang; dan

b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
menghambet mobihtas penduduk, Jalu lintas barang dun jass antar
dacran, dan kegiatan ekspur/impur yang mecrupakan program
stratcgis nasional.

Pasal 34

(1) Bupati vang melakukan pungutan sebagaimuna dimaksud dalam
Pasal 33, dikensi yanksi administratif sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebapuimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan selurubnya ke kas
negara.

Pasal 35

(1) Pendapstan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pusal 31
huruf b melipuw:
a, transfer pemerintah pusat; dan
b. transfer antar-daerah.

(2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdin atas:
a. dana perimbangxn;
b. dana insentif daerah;



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

c. Gana otonomi khusus;
d. cana keistimewaan; dan
c. cane desa.
‘lransfcr antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdin atas:
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. hantuan keuangan.

Pasal 36

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) hnanafa terdiri atas:
a, Cana transfer umum; dan
b. dana Transfer Khusus.
Dana Transfer Umum sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
4 lerdiri alas :

a. DBH; dan
b. DAU.
Dana Transfer Khusus scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. DAK Fisik; dan
b. DAK Non Fisik.

Pasal 37

DBH scbageimana dimaksud dalam Pasal 36 ayal (2) hurul a
Dersuribher cart:
a. pajak; dan
b. sumber daya alam.
DBH yang bersumber dari pajyak sebagnimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pajak Bumi dan SBangunan scktor perkcbunan,

perlambangan, dan perhulanan;
b. Pajwk Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang

pnibadi dulam negeri dun Pujak Penghasilan Pasal 21; dan
c. cukai hasil tembakau;
DBH yang bersumbcr dari sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dun:
a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha

pemanfaatan bhutan, provisi sumber dava hutan, dan dana
reboisasi;

b. pencrimaan pertambangaun mineral dan batu bara yang
berasal dari penerimaan iuran tetap dan penenmaan iuran
eksplorasi dan iuran cksploitasi;

c. penerimaan negara dari sumbcr daya alam pertambangan
minyak bumi;

d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas

e. penerimuun dari panas bumi; dan
penerimaan perikanan yang oberasal dari pungutsan
pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan.

f.

I9



Pasal 38

DAU bersumber dari pendepatan APBN yung dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangsan antar Daerah untuk
mendana: kcbutuhan Dacrah dalam rangku pelaksonaan
desentralisasi sesuai dengan ketentuan Peraturas Perundang
undangan,

Pasal 39

Dana Transfer Khusus scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf b bersumber dari APBN yany dialokasikan pada Dacrah
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat scsuai dengan kelentuen Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 40

Dana Insentif Daerah sebagsimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daeruh
tertentu berdasarkan kriteria tertentu. dengan tiyuan unmk
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ateau pencapaian
kinerja tertentu.

Pasal 41

{1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf
c bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui APBD digunakan unwk membiayai
penyeiengearaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunsn,
pembinaan kemasvarakatan, dan pembcrdayaan masysrskat.

(2) Dana Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuyn Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Pcendapatan Bagi Hasil scbagairnana dimaksud dalam Pasal 35 ayal
(3) huruf a mcrupakan dana yang bersumber dan Pendapatan Dacrah
yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase
tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangari.

Pasal 43

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) Euruf b merupakan dana yang ditcnma dari Dacrah lainnya
baik dalam rangka kernasama Daerah, pemerstaan peningkstan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan terientu lainnya.

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) terdiri
atas’
a. bantuan keuangan dani dacrah provinsi; dan
b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/ kota.vA



Pusal 44

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 hurufc meliputi:
a. hibeh;
b. dana dururat; dan/atau
c.Lain lain pendapatan sesuxsi dengan ketentuan Pcraturan
Perundang-undangan.

xs

Pasal 45

Hibah scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 44 huruf a merupakan
bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa vang berasal dari
pemerintwh pusat, pemcriniah daerah lain, masyarakat, dan badan
usuhe dalam negeri atau lusr negeri yang tidak mengikat untuk
menunjang peningkatan penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kctcntuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pagal 46

Dana Darurat sebagaimans dimsksud dalam Pasal 44 huruf b
merupakan dana yang berusal dari APBN vang dibcrikan kepada
Daerah pada tahap pasca hencana untuk mendanai keperluarn
mendesax yang diakibatkan oleh bencana yang udak mampu
ditanggulangi olch Dacrah dengan menggunakan sumber APBD
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daersh

Pasal 47

(1) Belanja Dacrah sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 28 ayat [1)
huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan FPcmcrintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdin alas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerimtushar: Pilihan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Urussn Pemerintohan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayal
(2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wayib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
terkait Pelayanan Dasar.

(4) Urusan Pemenniahan Pilihan sebagaimana dimuksud pada ayat
(2) sesuai dengan potensi yang dirniliki Daerah.

(5) Belanja Daernh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatokasikan dengan memprioritaskan pendanasn Urusan
Permerintahan Wajib Terksit. Pelayanan Dasar dalam rangka
pemenuhan Standar Peluyenan Minimal.

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemcrintahan Wajb
yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai
dengan kebutuhan Daerah.

r



(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

(5)

Belanja Dacrah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
diaickasikan scsuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang
dimil:ki Daerah.
Unsur pelaksanaan urusan pcemcrintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:

Pendukung;
Penunjany;
Pengawasan;
Kewiluyuhert; dart
Pemerintahan Umum.

a

d.
e.

Pasal 48

Dacrah wajib mengalokasikan bclanja untuk mendanai Urusan
Premenniaharn Daerah vang besurannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Dacrah dapat mengalokasikan belanja untuk Unsur Pendukung,
Penuryang, Pengawasan, Kcwilayahan, dan Pemcrintahan Umum.

Psasal 49

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
Standar belanja, danfalau slandar tcknis sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Standur harga satuan regional scbagaimana dimaksud pada avat
(1) digunakan sehugai pedoman dalam menyusun standar harga
satuan.
Analisis standar belanja dan standsr teknis scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana
dimaksud puds syat (2) ditctapkan olch Bupati.
Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau
standar tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
untuk menyusim rencana kerja dan anggaran dalam
peayusunan Rancangan Perda tentang APBN.
Relanja Daerah scbagaimana dimaksud puda xsyal (1) dirinci
menurut urusan pemerintahan dacrah, organisasi, program,
kcgiatan, jenis, obyek, dan rincian obyck belanja Daerah.

(2)

(3)

(4)

Pasal 50

Urusan Pemerintahan Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pusal 49
ayat (5) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang
diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atau:
a. pclayanan umum;
b. ketertiban dun kearmanan;
c. ¢konom;
d. perhndungan lingkungan hidup;
é. perumucian dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g. pariwisata;
h.pendidikan; dan
i. perlindungan sosial.



Pasal 51

Belanja Dacrah menurut organisasi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (5) discsuaikan dengan susunan organisasi yang
ditctapkan berdasarkan ketcntuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

(3)

(1)

{2}

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 52

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan scbagaimana
dimaksucG dalam Pasal 49 ayat (4) disesuaikan dengan Urusan
Pemerintehan Darrnh berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undarngan.
Program dan Kegiatan sebaygaimana dimaksud pada ayat (1)
rinciannya paling sedikit mencakup:
a. target dan sasaran;
b. indikator capaian keluaran; dan
c. indikator capaian hasil.
Nomenklatur Program dalam Beclanja Dacrah serta indikator
capaian hasil dan indikator capaian keluaran vang didasarkan
pada prioriras nasional disisun berdasarkan nomenklatur
Program dan pedomanr penentuan indikator hasil dan indikator
kcluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundazpg-
undangan.

(2)

Pasal 53

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi,
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. bslanja transfer.
Belanja operasi scbagaimana dimaksud pada ayal (J) huruf s
merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan schari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendck.
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf b
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset. irtap
dan asct lainnya yang memberi manfaat Icbih dari 1 (satu)
penode akuntansi.
Belarja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf
¢ merupakan pengeluaran ungearan atas beban APBD unnik
keperluan§ dgrurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya.
Belanja wansfer sebayximana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupsakan pengcluaran uang dari Perncrintah Daerah kepada
Pemenntah Dacrah iainnya dan/atau dari Pemerintah Naerh
kepada Pemerintsah Desa.

Pasal 54

Bclanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 53 avat (1)
huru/ a dirinci atas jenis:

belanja pegawai;
belunja barang dan jasa:
belanja bunga;
belanja subsidi;Ro

op

r



(1)

(2)

{3)

{1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

e. belania hibah; dan
f. bclanja bantuan sosial.
Relanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
huruf b dirinci atas jonis belanja modal.
Belanja Udak (crduga sehagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (!) hurufc dirinci atas jenis belanja tidak verduga.
Relanja transfer sebaguimana dimaksud dalam Pusal 53 ayat (1)hurufd dirinei atas jenis :

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja buntuan keuangan.

(2)

(3)

(4)

Pasal 55

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf a digunakan untuk tnenganggarkan kompensasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undanpar.
Kompensasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Bupad/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, dan
Pegawai ASN.
Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan pada belanja SKPD bersangkiutan scsuai dengan
keter.tuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Dacrah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada Peyawai ASN dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah dan memperoleh persctujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
Tamtahan penghasilan sebugaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan berdasarkan perlimbengan beban kerjs, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan /atau pertimbangan objcktif lainnys.
Pemhenan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Draenth
Sebagaimana dimoaksud pada ayat (2) ditctapkan dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan
Petnenntah.
Dalam hal behum adanya Peraturan Pemerintah scbagaimana
dimaksud pads ayat (3), Bupali dapat memberikan tambahan
pengrasilan bagi Pegawai ASN setelah mcndapat persetujuanmenteri yang berwenang.

Pasal 57

Belanja barang dan jasa sebuywimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkun pengadaan
barang/jass yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan, termasuk barang/jasu yang akan disershkan atau dijus)
kepada masyarakat/ pihak kctiga.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam rangka melaksanakan Program dan KegiatanPemenntahan Daerah.



Pasal 58

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 avat (1) huruf
c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yeng
dibhitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian
pinjaman.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

Pasal 59

Belanja subsidi sebagaimana dimaksid dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf d digunakan agar harga jual proaduksi atau jasa yang
dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMND dan/atau
Baden Usaha Milk Swasta, scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan schingga dapat tenangkau olch
res yvoralat.
Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Miltk
Swasta sebsapgsimana dimaksud pada ayat (1) mcrupakan badan
yang menghasikan produk atau jaa pelayanan dasar
masyarakat,
Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta,
dan/atau Badan Hukum lain sebugaimana dimeksud pada ayat
(2) yang akan dibcrikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit
keuangan olch Kantor Akuntsan Publik sesuai dengan kctcntuan
Peraturan Perundang-undangan.
Hasil audit scbagaimana dimaksud pada ayat (3) merupukun
bahan pcrtimbangan untuk memberikan subsidi.
Dalam rangka perlanggungjawahan pelaksanaan APBD,
pencnima subsidi sebsapsimansa dimaksud pada ayat {1) wajib
mienyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
subsidi kcpada Bupati.
Ketentuan lebih lanjul mengenai tata car pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Pcraturan Bupati.

U

Pasal 60

Belanja hibah sebagsimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruof e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau Badan dan
Lem>aga, scrta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
hukur Indonesia, yang secara spesifik telah ditctapkan
peruntukannys, bersifst tidak wajtih dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan kelentuan Peraturan
Perundangundangan.
Pemberian hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjsng pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan
Pemerintah Dacrah sesuai kepentingan Daerah dalarn
mendukung terselenggaranya fungsi pemeriniahan,
pem>angunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asus keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masvarakat.

Tv



(33)

(1)

(2)

(3)

{1)

(2)

(3)

(4)

Belanja hihah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan kcuangan Dacrah
setelah =omempriontaskan pemenuhan bclanja Urusan
Pemerintahan Wegib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kcecuali
ditentukan Jain sexusai dengan ketcnluan Veraturan Perundang
undangan.

Pasal f1

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 54
aya! (1) huruf digunakan untuk menganggarkan pcmbcrian
benntuad Lerupa uang dan/aiau barang kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masvarakat yang sifatnva udak
secara terus mencrus dan sclcktif yang bertujuan untuk
mehrdung dari kernungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
Keadaan tertentuy dapal berkelanjulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosia) dapat diberixan
s¢liap tahun anggaran sampal pencrima bantuan telah lepas dari
resiko sosial,
Beianja bantuan sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan
Dacrah sctclah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pernenniahan Wajb dan Urusan Pemcrintahan Pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-
Un dearest.ne

Pasal 62

Belarja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)
digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tctap dan asct Jainnva.
Pergadaan asct tctap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memeniuhi kritenia:
a. mempunyal masa manfaat lebih dari 12 (dus belas) bulan;
b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi asct.
Fatas minimal kapitalisasi aset sebaguimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
Aset tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan
daiam belanja modal sebesar harge beli atau bangun aset
ditambah sehuruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembaungunan aset sampai asct terscbut siap
digunakan.

Pasal 63

Belanja modal sebagsimana dimaksud dalam Puasal 54 ayat (2)
meliputi:
a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang

dipcroleh dengan maksud unruk dipukai dalam kcgiatan
oprrasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

r



belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendarsan bermotor,
alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainys signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dun dalam kondisi siap pakai;
belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk
mcnganggurkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kcgiatan operasional Pemerintah Dacrah dan
dalam kondisi siap dipakai:
belarja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalau, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
ingasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta
dimiuiki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Dacrah dan dalam
kondisi siap dipakai;
belanja asct tetap lainrya, digunakan untuk mengangyarkan
weet ctetap iainnya mencakup aset tctap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh
dan dimantaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah
Dacrah dalam kondisi siap dipakai; dan
Belanja aset lainnya, digumakan untuk menganggarkan
tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
Pemerintah Dacrah, tidak rmemenuhi dcfinisi asert tetap, dan
harus disajikan di pos aset lainnva sesuai dengan nilai
lercatatnya.

b.

d.

Pasal 64

Bclanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4)hurufa dianggarkan dalam APIS) sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

{1)

(2)

(3)

(4)

Pxsal 65

Belania bantuan kcuangan sebagaimana dimnsksud dalam Pasal
o4 ayat (4) huruf b diberikan kepada daerah lainjdesa dalam
Tangka kerja sama dacrah, pemerataan peningkatan kemuampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertenty Isinnya,
Bantuan kecuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dianggarkun scsuai kemampuan Keuangan Pacrah_ sctelah
memprioritaskun pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusun Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanya
yang diwajibkan olch peraturan perundang undarigan, kecuali
diteniukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
datas;
a. bantuan kcuangan antur dacrah kabupsten/kota;
b. bantuan keuangan daerah ke daerah provinei Riau dan/ atau

dacrah provingsi iainnya; dan/atau
bantuan keuangan kcpada desa.

Bantuan kcuangan aebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat
umum atau khusus.

Y



(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Peruntukan dan pengelolaun bantuan keuangan yang bersifat
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada
penesma bantuan.
Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus
schagaimana dimaksud pada avat (4) ditctapkan oleh Pemcnntah
Dacrah dan pcnegclolaannya discrankan kcpada pcncrima
bantuan.
Pemberi bantuan keuangan obersifat khusus_ sebagaimana
dimnaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penvediaan dana
pendarmping dalamm APBD alau anggaran pendapatan dan belanja
dcsa pcncrima bantuan.

Pasal 66

Belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pusal 54
ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendcsak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Pencrimaan
Dacran tahun-tahun sebclumnya.
Dalam hal bclanja tidak terduga scbagaimana dimaksud pads
ayat (1) Gidak mencukupi, menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan

kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.
Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasixan terlebih dahulu
dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 07

Kcadaan darurat scbagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1)
meliprati:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana gosial dan /atau

kejadian luar biasa;
b. pclaksanaan opcrasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangsu

keyralan pelayanan publik,
Kepeduan mendesak sebagairgana dimaksud dalam pasal 66
ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. belanja Dacrah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifial wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Dacrah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnys, serta
amanat Peraturan Perundang-undangan, dan/atmu

d. pengeluaran Daerah fainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Dacrah dan/atau masyarakat.

Knitena keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana
dimuksud pada ayat (1) dan ayat {2} ditetapkan dalam Perda
tentang APBD tahun berkenuyan.
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(4)

(5)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengcluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA SKPD, kecuali untuk kcebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/alau kejadian luar biasa.
Belanja untuk kebuluhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atau kcjadian luar biasa sebaguimsna dimaksud
pada ayal (4) digunakean scsuai dengan ketentuan Peraniran
Perundang-undangan.
Pengcluaran untuk mendanai kcperluan mendesak yang belum
tersedia

ooangparannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD
dan/atau Penabahan DPA SKPD.

Bagian Kclima
Pembiaysun Daerah

Parograf |

Umum

Pasal 68

Pembiayaan Daerah sebaguimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(1) huruf ¢ terdini atas:
a. pencrumaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.
Pemtiayaan Daerah sebaguimana dimaksud pada ayat (I}dirinci
menurut Urusan Pemenntahan Dacrah, organisasi, jenis, obyek,
dan rincian obyek Pembiayaan Daerah.
Penenimasn Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurula bersumber dari:
a. SILPA;
h. pencairan Dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Dacrah;
c. penerimaan kermbali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. pencrimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraluran Perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimuksud pada ayat (1)
huruf b dapat digunakan untuk Pembinysan:
a. pembavaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penvertaan modal Daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. pernbenan Pinjaman Daerah; dun/atau
c. pengeluaran pembiayaan lsinnya sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
Pembiayaan neto merupakan sclisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan neto scbagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan
untuk menutup defisil anggaran.

(5)

(6)



Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 69

SiILPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 avat (3) huruf a
bersurnber dari:
a. pclampauan pencrimaan PAD;
b. pclampauan pencrimaan pendapatan transfcr;
c. pclampauan pencrimaan lain-lain Pendapatan Dacrah Yang sah;
d.pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e. penghematan belanja;
f. kewajiban kepsda pihsk ketiga sampai dengan akhir tahun
belum tcrsclesaikan; dan/atau

g.sisa dana akibal tidak tercapainyy capyian larget kinerja dan sise
dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 70

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaeksud dalam Pasal
68 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan
Dana Cadangen dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Dacrah dalam tahun anggaran yang berkenaan,

(2) Juriah Dang Cudangen sebagairnana dinaksud pada ayat (1)
sesusi dengan jumlak yang telah ditetapkan dengan Perda
tentang pembentukan Dans Cadangan bersangkulan.

(3) Pencairan Dana Cadarngan dalam | (satu) tahun anggaran
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun snggaran
yang berkenaan.

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut
dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap
dengan risiko rendah.

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APRN.

(6) Pengminaan atas Nana Cadangan yang dicairkan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna
Dane Cadangan bersangkutan, kecusli ditentukan lain sesuai
dengan ketcntuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Hasil penjualan kekayvaan Dacrah yang dipisuhkan sebageaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayst (3) huruf c dilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penertmaan atas hasil penjualas:n kekuyuun Daerah schagaimana
dimaxsud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan
yang sah.



(1)

(2)

Pasal 72

(1) Pencrimaan Pinjaman Daerah sebagnimana dimaksud dalam
Pasa. 68 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjamean yang
akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
vang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daersh lain;
ce. lernbays keuangan bank;
d. tembaga keuangan Vukiu bak; dewi/atau
ce. masvarakat.

(3) Penesimaan Piryaman Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat.
(1) dilaksanakan scsuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undanpan.

Pasal 73

Penernimaan kembali Pemberian Pinjaman Dserah scbagaimana
dimaxsud dalam Pasal 68 ayat (3} huruf e digunukan untuk
mengangyarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
kepada pihak pencrnima pinjaman sesuai dengan ketenctuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 74

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (3) huruf f digunakan untuk mengangeurkan penerimaan
Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Pcraturan Perundang-
windangan,

Puragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 75

Pembayaran cicilan pokok Ulang sebagaimana dimaksud dalam Paral
68 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran
pokok Utang yang didasarkan pada jurniah yang harus dibavarkan
scsual dengan perjanjian pinjaman dan peluksanaannya merupakan
pricritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang
harus diselesaikan dalum tahun anggaran herkenaan berdasarkan
ptrjanjian pinjaman.

Pasal 76

Daerah dapat meclakukan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dulum Pasal 68 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau
Badan Usaha Milik Negara.
Penyertaan moda! Petnerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun anggaran berkenaun tclah ditctapkan dulum Perda
Mcngenai penyertaan modal Daerah bersungkutan.

Vv



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4}

(5)

(6)

(1)

Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sehelum
persetuyyuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan
Perda lentaunp APBD.
Penyertaan modal scbagaimana dimaksud pada avyat (1)
dilaksanakan s¢suai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang-
undangan.

Pasal 77

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya lidak
aiterbitkan Perda tersendiri sepanieng jumlah anggaran
penyertaan modal tersebul tidak melebihi jumlah penyertaan
modal yang tclah ditctapkan dengan Verda mengena
penyertaan modal bersangkutan.
Dalam hal VPerncrintah Wacrah akan menambeh jtumlah
penyertaan modal melebthi jumlah penyertaan modal yang telah
ditrerankan dengan Perda mengenai penyertaan modal,
Pemerinzah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai
penyertaan modal yang bcrsangkutan scsuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pusal 78

Dana Cadangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat. (4)
huruf ¢, penggunaannysa dipnoritaskan untuk mendanai
kebuluhan pembangunan prasarana dan sarana Dacrah yang
tidak dapat dibebarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Dana Cadangan sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan
Persturan Perundang-undangan,
Dana Cadangan sebagsimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari penvisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
a. DAK:
b. pinjaman Dacrah; dan
c. penenmaan lain yang penggunaannya’§ dibatasi untuk

pengeluaran§ tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

Dana Cadangan sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rckcning Kas
Umum Daerah.
Pembentikan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam Perda tcntang pembentukan Dana
Cadangan.
Perda scbagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas Rancangan
Perda tentang APBI),

Pasal 79

Pemberian Pinjaman Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (4) hurof d digunakan untuk menganggarkan Pemberian
Pinjarnan Daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat,
pemerinish dacrah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau
masyarakar.

v



(2) Pembcrian Pinjaman Daerah dilaksanakan seiclah mendspat
persctujuan DPRD.

(3) Perserujuan DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

(4) Ketenfuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Dacrah
ecbagaimana dimaksud pada ayat ({} sampai dengan ayat (3)
diatur dalam Peraruran Bupati sesusi dengan ketentuan
Peraturan Penindang-undangan.

Passl 80

Pengeluaran pembiavaan lainnya sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surplus dan NDefisit.

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Dacrah dengan anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit
APBD.

(2} Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBL dapat digunakan
untuk pengeluaran Pembiayaan Daersh yang ditetapkan dalam
Perda tentang APBD) yang pelaksanaannya scsuai dengan
ketentuan Peraturan Perurn.dang-undangan.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan decfisit, APBD dupat didanai dari
penerimaan Pembiayuwan Daerah yang ditetapkan dalam Perda
tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Surplus

Pasal 82

Pengeunaan surplus APBD diutamakan untuk:
a pembayaran cicilan pokok Ltang yang jatuh tempo;
b. pecnycrtaan modal Dacrah;
ce. pembeniukan Dana Cadanpan;
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran pembiayaan tainnya scsuai dcngan kctcntuan

Peraturan Perundarig-undangar.
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Pasal 83

Pemerintah Dacrah wajib melaporkan posisi surplus AVBD kepada
menter: yung mevyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
dan moenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dihidang
keuangan sctiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

(1)

(7)

(3)

(2)

Paragraf 3
Defisit

Pasal 84

Batas maksimal jumlah kumulalif defisit APBD dan batas
maksimal defisit APBD yang dibiayai dant Pinjaman Daerah
berpedoman ketentuan yang ditctapkan oleh menteri yang
menvelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang keuangan.
Pemerintah Daerah wajib melapurkan posisi defisit APBD
yebagoimana dimaksud pada ayat (1) kepada mentcn yang
menyclenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan
menteri yang menyelenggarakan urusun pemerintahan di
bidang kcuangwn setiap semester dalam tahun anggaran yang
bDerkenagn.

a

(2)

Pasal 85

Defisit AVBD schagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus
dapat ditutup dan Pembisyaan neto.
Pembiaysan nein sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih
antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayuan.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

dan Proritas Plafon Anggsran Sementara

Pasal 86

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RAPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.
Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

kondisi ekonomi makro Daerah;
asumsi penyusunan APBD;
kebyakan Pendapatan Daerah,
kebiyakan Belanja Daerah;
kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
strates: pencapalan.

a.
b.

e.
f



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Rancangan PPAS scbagammana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan tahapan:
a. menentukan skala proritas pcembangunan Vacrah;
b, menennikan prioritas Program dan Kegistan uniuk masinp-

masing Urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program
Nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap
tahun: dan

¢. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pusal 87

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada ayat (1) kcpada
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas
dan disepakati berssma antara Bupati dan DPRD.
Kescpakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani olch
Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan
Agustus.
KUA dan PPAS yarp felah disepakati Bupati bersama DPRD
scbagaimana dimaksud pada ayat. (2) menjadi pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam menvusun RKA SKPD.
Tala cara prmbabasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} dilakukan
scsuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undanygan.

Pasal 88

Dalam hal Bupati dan DPRD udak menyepukali bersama rancangan
KUA dan rancangan PPAS sebagesimana dimaksud dalam Pasal 87
aval (1), paling lama 6 (ena) minggu sejak rancangan KUA dan
rancangan PPAS disampaikan xepada DPRD, Bupati menyampaikan
Rancangan Nerda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKI’D,
rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupat, untuk
dibahas dan disctujul bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b
dapat dianggarkan:
a. untuk | (satu) tahun anggaran; atau
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun

jamak.
{2} Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruwf b

harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. pekerjaan konstruksi stas pelaksunaan Keyialan yang secara

tcknis mcrupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu)
Keluaran yang memerluikan waktu penyelesaian icbih dari 12
(dua belas) bulan;

b. pcekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnva
harus ietap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan

T



(3)

(4

(6)

(1)

(2)

(3)

c. pckerjaan atas pelaksaraan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tctap berlaengsung pada pergantian tahun anggaran,
antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pclayanan
perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakil,
pelayanan pembuangan sampsh, dan pengadaan jasa pelayanan
kebersihan (cleaning service).

Penganggaran kegiaian Lahun jamak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan alas persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRD.
Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
ditandatanguni bersamaan dengan pcnandatanganan KUA dan
PPAS.
Persctujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memunat:
a nama kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan,
c. jumlah enggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.
Jangka waktu pengangygyran pelaksanaan kegiatan tahun jamuk
scbagsimans dimaksud pada ayat (1) hunof h tidak melampaui akhir
tahun masa jabatan Bupati oerakhir, kccuali kegiatan tahun jamak
dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan
strategis nasional scsuai drngxn ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(5)

Begian Kedua
Rencara Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pecrangkat Daersh

Pasal 90

Kepela SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayar (3).
RKA SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mengzurakan pendcekatan:
@ kcrangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
b. penganggaran terpadu; dan
¢. penpanggaran berdasarkan Kincrja.
RKA SKI?LD scbagaimana dimsuksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD scbagai bahan penyusunan Runcengan Perda tentang
APBU scsuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturan Menten tentang pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan seulsp tahun.

Pasal 91

Dalam ha! terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat kcadaan
darurat termasuk belanja untuk keperluan mecndcsak, Kepala SKPD
dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan IPAS scbagamana
dimaksud dalam Pasal 87 syst. (2) dan ayat (3).

(1)

Pasal 92

Pendekalan Kerangks Pengelusran Jangka Menengah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam fPasal 90 avat (2) huruf a
dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju.



(2)

(3)

(4}

(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

Prakiraan Marj sebaguximana dimaksud pada ayat (1) berisi
perkiraan kebutuhan angrgaran untuk Program dan Kegiatan yang
direncanakan calam tahun anggaran berikutnya dari tahun
aungguran yung direncanakan.
Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagsimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (2) huruf b dilskukan dengan memadukan seclurub
proses peérencanaan dan nenganggaran di lingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggarar.
Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja scebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruvl c dilakukan dengan
memperhatikan :

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang
diharapkan dan Kegiatan;

b. hasil dan mantaat yang diharapkan; dan
ec. e¢fisicns: dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 93

Untuk terlaksananyva pcnyvusunan RKA SKPD berdasarksan
pendekatan sebagaimana dimaksud dafam Pasaf GC ayat (2) dan
terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi
hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun angearan
scbclumnya sampai dengan semester pertama tahun ungguran
berjalan.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menilai Program dan Keyiatan yang bclum dapat dilaksanakan atau
belum disclesaikan tahun sebehimnya untuk dilaksanakan arau
disclcsaikan pada tahun yang direncanakan utau | (satu) tahun
berikutnya dari tahun vang direncanskan.
Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan daenanya
harus dianggarkan pada tahun yang dircncanakan.

2)

Pasal 04

Penyusunan RKA SKPD dengan mengpunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan Kincrja scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (2) huruf¢ berpedortan pada:
8. indikator Kinena;
b. tolok ukur dan sasaran kincrja scsuai analisis standar belanja;
c. standar harga satuan;
d. Rencana Kebutuhan BMD; dan
c. Standar Pclayanan Minimal.
Indikator Kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) humif a
meéerupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dani Program
dan Kegiatan yang dircncanakan meliputi Masukan, Keluaran, dan
Hanil.
Tolak ukar Kinerja sebagesimansa dimaksud pads ayat (1) huruf b
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dan keadaan
scmula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantiias,
efisiensi, dan elektivitas pcelaksanaan dan sctiap Program dan
Kegiatan.

Y



(4)

(5)

(0)

(7)

(1)

(2)

(3)

(L)

(2)

(3)

(4)

Sasaran Kinerja schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan Hasil yang dihurapkan dari suetu rogram atauKeluaran yang dibarapkan dari suatu Kegiatan vang akan atau telah
dicapai schubungan dengan penggunaan anggaran dcngan kuantitasdan kualitas yang tcrukur.
Analisis standar bclanja sebagaimana dimaksud pada uysl (1) hurofb merupakan penilaian kewajaran alas beban kerja dan binya yangdigunakan untukmelaksanakan suatu Kegialan.Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hunt c
mecrupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan denganKeputusan Bupati dengan mempertimhangkan standar harga saluan
regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).Standar Pelayanan Minimal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam mencntukan capaian
jenia dan mutu Peclayanan Dasar yang merupakan UrusanPemerinzahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negaragecara minimal.

Pasal 95

RKA SKPD sebegrimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiaysan untuktahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya.
Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimanadimaksiid pada ayst (1) dirinci sampai dengan rincian obyek.RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuatinformasi menyenai Urusan Pcmerintahan Daerah, bidangurusan, Organisasi, Slundur harga situan, dan Kinezja vangakan dicapai dari Program, Kcgiatan, dan sub kegiatan.

Pasal 96

Rencana pendapatan scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 95
ayal (J) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan,organisasi, kelompok, jenis, obyek, rincian obyck, dan subrincian obyck Pendapatan Duerah.
Rencana pendapatan scbagaimana dimaksud pada avait (1)diterima oleh SKID sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
ditetapkan sesual dcngan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1)dirinci atas Urusan Pemerincahan Dacrah, bidang urusan
organisasi, Program, Kegiatan, sub kesiatan, kelompok belanjayang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, danrincian obyck belanja.
Rencana Pembiayaan scebagaimana dimaksud dalam Pasal 95avat (1) memuat kelompnk:
a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk

menuvtup defisit APBD; dan
b. pengcluaran pembiayaan yang dapat digunakan untikmemantaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikanmenurut jenis, obvek, dan rincian obyek pembiayaan.

Vv



(6)

(7)

(3)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Urusan Pemerintahan Dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (3) memuat Urusan Pemcrintahan Daerah yang
dikelola sesuai dengan togas dan fungsi SKPD.
Orgariisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 uyat (3)
memuat numa SKPD sclaku PA.
Kineria yang hendak dicapui scbagaimany dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (3) terdiri dani irwikator Kincrja, lolok ukur
Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3)
tmuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPN dalam
tahun anggaran berkenaan.
Kegiatan sebagaimana dimuksud dalam Pasal 95 ayat. (3)
mcmuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPN dalam
tahun angyaran berkcnaan.

-

(5

Bagian Keupa
Tata Carn Penyusunan Rencsna Kerja

dan Anggaran Satuan Kerja Pengangkat Daerah

Pasal 97

TAPD menyusun dan menerbitkan surat edaran Bupati tentang
pedoman penyusunan RKA SKPN paling lambal minggu lectiga bulan
Agustus.
Surat edaran sebaywimnana dimaksud pada ayat {1) mencaxup:
a. PPAS yang disaloxasikan untuk setiap Program SKPD berikut

rencana pendapatan dan pembiaysan;
Db. batay weklu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;
c. hal lainnya yang perlu mendapatkan perhutian dari SKPD terkait

dengan prinsip peningxatan cfisiensi, efektifitas, tranparansi dan
akuntabilitas penyusunan enggaran dalam rangka pencapaian
prestasi kerja; dan

d. dokumen schagai Iumpiran meliputi KUA, PPAS, kode rmkening
APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar
hargy sanuan.

RBerdesarkan pedoman penyusunan RKA SKPD_ sebagaimans
dimaxsud pada ayul (1) kKepala SKPD menyusun RKA SKPD sesuai
dengan RKP), KUA dan PPAS.
RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kcpada TAPD melahu PPKD
untuk diverifikasi/ dilelit.
Berdasarkan verifikesi vang dilakukan oleh TAPD scbagaimuria
dimaksud pada syat (4) apabila terdspat ketidakscsuaian maka
kcpala SKPD hurus segera melakukan penyempurnaan.

(5)

Bagian Keempat
Peryiapan Rancangan Peraturun Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 98

RKA SKPD yang telah disusum oleh kepala SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) disampaikan kcpada TAPD melalui
PPKL) untuk diverifikasi.



(2)

(3)

{4}

(3)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch TAPD
untuk menelagh kescsuaian untara RKA SKPD dengan:
a. KUAdan PPAS,
b. prakiraan maju yang telah disctuji tahun anggaran

scbclumnya;
dokumen perencanaan lainnya;
capasian kincrja;
indixator kimerja:
analisis standar belanja,;
standar hargsa satuan;
perencanaan kcbutuhan DMD;
slandar pelavanan minimal;
proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaren berikutnya, dan

k. Program dan Kegiatan antar RKA SKID.
Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdupat ketidakscsuainn, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
Seluin diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga dircviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemcrintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

m
s

PPKD menyusun Rarncungan Perda tentang APBD dan dokumen
pendukang berdasarkan RKA SKPD yang tclah disernpurnakan oleh

kepala SKPD.
Rancangan Perds tentang APBJ) sebagaimana dimuksud pada ayat
(1) memuat lumpiran paling sedikil terdiri atas:
a. ringkasan APBD yang diklusifikasi menurut kelompok dan jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. mngkasan APBD menurat Urusan Pemcrintahan Daerah dan

organisaat;
c. rincian APBD menurat Urusan Pemerintahan Daserah,

organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jcnis pendapatan,
belanja, dan Pernbiayaan;

d. rckapitwasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah, orpanisasi, Program, dan Kegiatan,

c. rekapitulasi Belanja Daerah untuk kesclaresan dan keterpaduan
Urusan Pemerintahan Dacrah dan [ungsi dalam kcrangka
penzelolaan keuangan Negara;

f. daftar jurniah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daltar Piutang Dacrah;
h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daersh lainnya,
i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asct tctap

Dacrah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. daftar Kegiatan tahun anggyran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
yang direncanakan;

lL daftar Dana Cadangan; dan
m, daftar Pinjaman Dacrah.
Dokumen pendukung sebaguimana dimaksud pada ayart (1) terdiri
atas nota kcuangan dan Rancangan Pcraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

(1

(2)

q



(4) Peraturan Bupati tentang Penjaburun APBD scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdin atas:
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, obyek, dan rincian ohyek Pendapatan, Beianja,
dan Pembiayaan;

b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah,
organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyck, mucian
obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
daftar nama pencrima, alamat. penerima, dan besaran hibah; dan
daftar nama pencrima, ularnat penerima, dan besaran bantuan
sosia.

p.
9

-asal 100

Rsuncangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikarn kepada Bupati.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB V
PENETA?PAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturun Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 101

Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen penudukungnya kepada DPRD paling
lambat 60 (cnam puluh) hari sebetum 1 (satu) bulan tahun anggaran
berakhir untuk memperoleh persctujuan bersama antara Bupati dan
DPRD.
Dalam ha) Bupati tidak mengajukan Rancangan Perdea tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meka dikenai sanksi
adminiscratif sesuai dengan ketentuan Peraturan |’crundsng-
undangan.

Pasal 102

Pembahasan Rancangan Perda tentsng APBD dilaksanakan oleh
Bupati dan DPRD sctclah Bupati menyampaikan Rancangan Perda
tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
dengan ketcntuan Peraturan Perundang-undangsn.
Pembahasan Rancangan f[crda tcntang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangsn Peraturan Daerah tentang Anggsran Pendapatan

(1)

dan Bclanja Daerah

Pasal 103

Bupati dan DPRD woajib menyctujui bersama Rancangan Pcrda
tentang APBD paling Iambat | (satu) bulan scbclum dimulainya
tnhun angygsran setiap tahun.

t



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Berdasarkan persctujuan bersama scbagaimana dimaksud pada ayat
(1j, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD.
Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyetujui bersama Rancangan
Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sehehim dimuiainya talun
anggaran sctiap tahun sebagaimansa dimaksud pada ayat (1), maka
dikenal sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan

Porundang-undangan.
Dalam hat keterlambatar penctapan APBD karena Rupati terlambat
menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari

jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) tidak dapat dikcnakan kcpada
angygota DPRD.

Pasal 104

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam pulvh) hari scjak disampsikan
Rancangan Perda tentang AVUBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati
menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling ting?
seoesar angka APBD tahun angyaran sebelumnya.
Rancangan Peratursn Bupati tentang APBD sechugaimana dimaksud

pada ayat [1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebaugaimana dimaksud

pada ayat (1j dapat dilampaui apabila terdapat:
a. kebjakan pemernnfah mengukibatkan tambahan

pembebsnan pada APBD; dat /atau
b. keadaan derurat termusuk keperluan mendesak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundary-undangsn.

Pasal 105

Raricangan Peraturan Rupati tentang APBD sebagaimanu dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (2) rnemuat lampiran yang terdin atas:
a.
b.

da.

ae

m.

ringkasan APBD,
ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
ringkasan APBD menurut urusan pemermtahan Dacrah dan

organisasi;
rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
Program, kegiatan, kclompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja, dan pembiaya#n;
rekapitulasi dan keaesuaian belanja menurit urusan pemerintahan
Dacrah, organisasi. Program, dan kegiatan;
rckapitulasi Belanja Dacrah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan Dxerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
kevangan negara;
daftar jumlah pegawsi per golongan dan per jJabulan:
dafiur piutang Daerah;
daftar penyertuan modal Daerah dan investasi Duerah lainnysa;
daftar perkiraan penumbahan dan pengurangen aset tctap daerah;
daftar perkiraan penambahan dan pengurargan asct lain-iain;
daftar kegiatan tahun anggaran sebelurnnya yang belum diselcsaikun
dan dianggarkun kembali dalam tahun anggaran int;
daftar Dana Cadangan;

y



n. daftar Pinjaman Daerah;
v. daftar nama pencrima, alamat penerima, dan besaran hibuh; dan

p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pyssal 106

(1) Rancangan Peraturan Bupati scbagaimana dimaksud dalam Pasa!
104 ayat (2) dapat ditetapkan meniadi Peraturan Bupati sctclah
memperolch pengesahan dari Gubernur.

(2) Untuk memperoleh pengesahan scbaguimana dimaksud pada ayat
(1), Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirantya
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) han terhitung sejak
DPRD tidak mengumbil keputusan bersuma dengan Bupati terhadap
Ranrangan Perds tentang APBD.

(3) Apabils dalam batas waktu 30 (fps oulub} huri Gubernur tidak
mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturon Bupati
menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 107

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati
melaksanokan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sehesar

srperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun angysran
sebelumnya.

(2) Pengeluaran setiup bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibatasihanya unluk mendanai kepcrluan mendcsak sesuai dcngan
ketentuan Pcraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancanyan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan Bupali tentang Penjabaran Rancangan

Anggaran dan Pendapatun Belanja Daerah

Pusal 108

(1) Rancangan Perda teniang APBD yang telah disetujui bersams dan
Rancangan Pcraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disampaikan
kepada Gubcmur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tangeal persetujuan
Rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi scbehim ditetapkan
olch Buyysti.

(2) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Pcraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepukati antara Rupati
dan DPRD.

Pasal 109

(1) Penyempumaan hasil cvaluasi sebagaimana dimaksud dalam 108 ayat
(1) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan anggaran.

(2) Hasil perycmpurnaan sebagaimarina dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPRD.



(3) Keputusan pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijadikun dasar penetapan Perda tenlang APBD.
(4) Keputusan pimpinan DPRD schagszimana dimaksud pada ayat (2)

dilaporkan pada sidang paripuma berikutnya.
(5) Keputusarn pimpinan DPRD scbayaimana dimaksud pada ayal (2)

disampaikan kepada Gubernur paling lambst 3 (tiga) hari scieluh

keputusar. tersebut ditctapkan.

Bugian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang Auggaran Pendapatan Belanja

Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatar
dan Belauja Dacrah

2asal 11011

{1} Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh

Bupati menjadi Perda tentang APBD dun Peraturan Bupati tentang
Penjaburan APBD.

(2) Penctapyn Rancengan Perda_ tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilskukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
sebvelunriya.

(3) Bupati menyampaikun Perda tenlang APBD dan Peraturan Bupati
tentarig Penjaburan APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujvh)
hari setelah Perda dan Peraturan Bupat ditetapkan.

(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menctapkan
Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjaburnn APBD.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

agian Kesatu
Umum

Pasa] 112

(3) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah dianggarkan dalam
APBD dan diakukan melalui Rekening Kss Umum Daerah yang
dikelola oleh BUT.

(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) seguai peraturan perundany-undangar tidak
dilakuken melalui Rekening Kas Umnm Dacrah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesaban Pencrimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebul.

Pasal 112

(1) PA/KPA, Bendahara Pencrimean/Bendahara Pengcluaryn, dan orang
atau badan yang mencrima utau menguasai uang/kekayaan Daerah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan kevertluan
Peraturan Perundang-undangan.

v



(2) Pejabal yang mcnandatangan dar /atau mengesahkan colkumer yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi casar ptnierimaan atau

pergeluaran atas pclaksanaan API3D bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
oukti dimaksud.

(3) Kebenarsn material sehagaimana dimakeud pada ayal. (2) merupskan
kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai xtas

Rehan APBD sesuai dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 113

Bupati dan Perangkat Daersh dilarang melakukan punguten selain dari

yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Petundang-undangan.

Pasal 114

Ponerimaan perangkat Dacrah yang merupakan Penerimaan Duerah tidak

dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan kctentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 115

(1) Setiap Pejabut dilarang melakuken tindakan yang berakibat
pengeluaran atas Bebun APBD apabila angyaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidax lersedia atau tidak cukup terscdia.

(2) Sctiap pengeluaran atas Reban APBD didusarkan atas DPA darn SPD
atnu dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(8) Bupa dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas
Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditctapkan dalam
APBD.

Pasal 116

(1) Untuk peleksanaan APBD, Bupati menetapkan:
#4. pejabat yang dibcri wewenung menandutangani SPD;
b. pejabat yung diberl wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat yeng dibcri wewenang mengesahkan surat

perlangpungjawaban;
pejabat yang diberi wewenang menandatangami SP2D,
bendahara Penerumaan dan Bendahara Pengeluaran;
bendahara Pencrimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu; dan

g. pejabal lainnya dalam rangka pclaksanaan APBD.
(2) Keputusan Rupati tentang penetapan pejubat scbagaimana dimaksud

pada syat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun snggaran yang
berkenaan.

d.

f.



(1)

{2)

(3)

Bagian Kedua
Pelakxanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 117

Dalam rangka pengelolaan uany Dacrah. PPRD selaku BUD
membuka Rekening Kas Umum Dacrah pada bank umum yang
sehal.
Bank umum sebagaimans dimaksud pada uyat (1) ditetapkan oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan Pcraturan Pesundang-undangan.
Penetapan bank umum sebagaimana dimnaksud pada ayat (2) dimuat
dwlam perjanjian antara BUD dengan hank umum yang
bersangkutan.

Pagal 118

Dalam pclaksanaan operasional Pencrimaan Daerah dan Pengeluaran
Dacrah, BUD dapat membuka rekening penerimasn dan rekening

pengelueran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
Rekening penerimaan sebagsimana dimaksud pada ayat ())
digunakan untuk menampung Pencrimaan Daerah setiap han.
Rekening penerimean scbagaimana dimaksud pada ayat (!)
diopcrasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh

penermmaxnnya dipindahbukukan ke Rekcning Kas Umum Daerah

paling sedikit sckali sehari paca akhir hari.
Dalam hai kewajiban pemindahbukuan schagaimana dimaksud ayat

(3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap han,
pemindshbukuan dapat d‘lakukan secara berkala yang ditctapkan
dalam Peruturan Bupau.
Rekcning pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayal {1)

dioperasikan scbegai rekening yang menampung pagu dana untuk
membiayai kegiatan Pemersntah Daerah sesuai roncana pengeluaran,
yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupsti.
Pemindahbukuan dana duri rekening pencrimuun dan/atau rekemng
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Dacrah
dilakukan atas perintah BUD.

(1

{2}

(3)

(4)

(5
-

(6)

Pasal 119

Bupati dapat memberi izin kepada kcpala SKPD untuk membuka
rekening penerimaan melslui BUD yang ditctapkan oleh Bupati pada
bank uriurm.
Bupati dapal memberikan izin kcpada kepala SKPD untuk membuka

rekcning pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada
bank umum untuk menampuny UP.

{2)

Pasal 120

Pemerintuh Daerah herhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau
imbalan lainnya alas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat
suku bunga dan/atau jase giro yang berlaku scexuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

¢



Pasal 121

Biaya vang timbul schubungan dengan pelayanan yang dibcrikan olch
bark didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang
bersangkutan dan sesuaei dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undanyars.

Pasal 122

{i} Dalam rangks manajemen kas, Pemerintah Daeroh dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas

vang milik Dacrah vang sementara belum digunukan scpanjang tidak

mengpangeu likuiditas Keuangan Datrah, tugas Dacrah, dan kuablas
au

pelayanan publik.
(2). Deposito dan/stau invesiasi jangka pendck sebagaimana dimakaud

ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Urnum Deerah paling lambat

per 31 Desember.

Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumecn Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkal Daerah

Pasal 123

(1) PPKD membcritahukan kepada kepala SKPJD agar menyusun
dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga)
hari setclah Peraluran Bupati tentang Penjabaran APBD
ditctapkan.

(2) Rancangan DPA SKPD scbagaimans dimaksud pada ayat (1)
memuar Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program,
Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasarun
tersebul, rencans penerimaan dana, dan rencana penarikan
dana setiap saluan kerja serta pendupatan vang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah
disusun kepada PPKD paling lambat 6 (cnatm) han setelah
pemberilahuan sebagaimana dimaksuc pada ayat (1)
disampaikan.

Pasal 124

(1) TAPD mclakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bcrsama cengan
kepala SKPD vang bersangkutan.

(2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebaynimana dimaksud pada
ayat (1) disclesuikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagesimana dimuksud pada ayat (1).
PPKD mengcesuhkan rancangan DPA SKPD setelahh mendapatkan
persetujuan Sekretaris Dacrah.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sehbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
scsuai dengan Pcraturan Bupali tentang Penjabaran APBD, SKPD
melukukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan
oleh PPKD dengxn persectujuan Sekretaris Duerah.

y



(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dumaksud pads syat (3)
dan ayat (4| disampaikan kepaia SKPD yang bersangkutan dan

kepada saluan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan
Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
DPA SKPD schagwimana dimaksud pada ayat (3) dan ayst (4)

diminakan sebagsi dasar pelaksanuan anggaran oleh kepala SKPD
sclaku PA.

Bayian Kecempat
Anygaran Kay dan SPD

Pasal 125

PPKD selaku BUD menvusun Anygaran Kas Pemerintah Daerah

untuk mengetur keterscdiasn dana dalam mendanai pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantumn dalam DPA
SKPD.
Anggaran Kas sebagairnana dimaksud pada ayxt (1) memuat

perkiraan arus kas masuk yang Gcreumber dari penerimaan dun

perkiraan srus kas keluar yang digunakan untuk mecndanai

Pengeluaran Dacrah dalam setiap periode.

Pasal 126

Dalam rangka manajcmen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan

mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemeristah Daerah;
b. ketersediaun dana di Kas Umum Dacruh; dan
ce. penjadwalun pembayaran pelaksanaan angyaran yanp tercanlum

dalam DPS SKPD.
SPD scbhagsirmana dimaksud vada aya! (i) disiapkan oleh Kuasa
BUD uniuk ditandatangani oleh PPKD.

Pagal 127

Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan
Avggaran Kus dan SPD sebagaimana dimuksud dalam Pasal !24 dan
Pasal 126 diacur dalam Peraturan Bupati berpcdomun pada Peraturan
Meateri Dalarn Negeri.

(1)

(3)

Bagian Kelima
Pelaksanaan dun Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 128

Bendahara Penerimaan wajib menyetor scluruh pencrimaannva ke

Rekeming Kas Umum Dacrah paling lambat dalam waktu 1 (satu)
han.
Dalum hal kondisi geografis Daerah sulit’ dijangkau dengan
komunixasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objcktu! luinnya, penyetoran penerimaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 3} (satu) hari

yang diatur dalam Peraturen Bupati.
Setiap penerimaan harus didukuny oleh bukti yang lengkap dan sah
atas sctoran.

(2}

T



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bukti s«hagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mehiputi dokumen

elektronik.
Perivetoran penecrimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (J} menggunakan yurat tanda setoran.

Pasal 129

Penyctoran pcnerimaan pendapaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 128 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nun tunai.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangegap sah

sctcluh Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Bendshara Penerimaan dilarang mcnyimpan uang, cck, atau surat

berhurga yang dalam penguvasaannya:
a. lebih dari 1 (saiu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana

dimuksud dalam Pasal 128 ayat (2); dan/atau
b. atas nama pribadi.

Pasal 130

Bendahsra Penerimaan pada SKID wajid menyclenggarakan

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyctoran atas

penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Rendahara Pencrimaan pads SKPD wajib menyampyikan laporan

pertanggungjawaban pencrimaan kepada PA melalui PPK SKPD

paling lambat tanggal 5 bujan berikutnya.
Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikun laporan
perlanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikummye.
PPKD melakukan verifikasi, cvalussi, dan analisis ams laporan

pertanpeungjawaban penerimaan sebagaimana dimeaksud pada ayat
(3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

(2)

Pasal 131

Pengembalian atas kelebihan Pencrimasn Dacrah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun

sehehiumnysa dilekukan dengan membebankan pada rekening
pencrimsan vang hersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Dacrah yang sifatnya tidak

berulaug yang bterjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membcbankan pada rekening penerimaan yang bersuangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yany sifatnva tidak

berulang yang tenadi pada tahun scbrlumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belunja tidak terduga.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan Relanja Dacrah

Pasal 132

Setiap pengeluaran harus didukung bukUi yang lengkap dan sah

mecngerai hak yang diperolch oleh pihak yang menagih.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pengeluaran kus yang mengakibatkan Reban APBD tidak dapat
dilakukan scbelum Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan

diundangkan dalam Lembaran Daerah.
Pengclusvan kas sebaguimana dimaksud pada ayat (2) tidak
termasuk pengeluaran keadaan darural dan/atau keperluan
mendesak scsuai ketentuan Pcraturan Perundang-undangan.

Pasal 133

Bendahara Pengcluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipcrsamakan
dengan SPD.
Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkun pcrtimbangan besaran
SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengcluaran pembsantu
melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen faizt vung
dipersamakan dengan SPD.
Pengajuan SPP kepady KPA berdasarkan pertimbangan besaran
angparan Kegiatarn’ SKPD, disampyikan Bendahara Pengeluaram
pembantm melalui PPK SKPD berdusarkan SPD atau dokumen lain

yang dipersamakan dengan SPD.
SPP sebegaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SPP UP;
h. SPP GU;
c. SPP TU, dan
d. SPPLS.
SPP sebaguimana dimuksud peda ayat (2) dan ayzt (3) terdin atas:
a. SPP TU; dan
b. SPP LS.

{5)

Passl 134

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengcluaran dalam rangka pengisian UP.
Pencrbitan dan pengajuan dekumcn SPP GU dilakukan olch
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditctapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pengajuan SPP UP setugaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan melampirkan Keputusan Bupali tentang Teesaran UP
sebuzaimana dimaksud pada ayat (3).
Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampin
dengan dokurnen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.(3)

Pasal 135

Bendahara Pengeluaran alwu Bendahara Pengclusran pernbantu
mengajuksn SPP ‘TU untuk melsksanakan Kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.
Matas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persctujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kcbutuhan dan wakru

penggunasnnya diietapkan denygsn Peraturan Bupati.
Dalumn hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisu
TU disetor kc Rekening Kas Urnum Dacrah.

1



(4)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

{2)

{3}

(1)

Ketentuan batasy waktu penyctoran sisa TU scbagaimana dimaksud

pada ayat (3) dikecualikan untuk:
a. kKegialan yang pclaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

dan ‘atau
b. kegiatan vang mengalami perubahan judwal dari yang telah

ditetapkan sebclumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/ KPA.

Pengajuan SPP TL scbagaumana dimaksid pada ayat (1) dilampiri

dengan daftar rincien rencana ponggunaan dana.(S)

Pasal 136

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS diJakukan olch

Bendanara Pengcluaran untuk pembayaran:
4a. gat dan tunjangan;
b. kepada pihalr keliga atas pengadssn Darang dan jase; dan
c. kepada pihak kctiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Poerundang-undanguyn.
Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga
dilakukan oleh Rendahars Pengeluaran pembantu dalam hal PA

mclimpsahnkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 137

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembavaran pengadaan barang
dan jase scbagaimana dimaksud dalam Pasal 136 avat (1) huruf b

oleh Bendahara Penyeluaran/Rendahara Penyeluaran Pembantu,
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari

pihak ketiga melalui PPTK.
Pengajuun SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
ditelapkan osesuai dengan ketentuan feraturan§ Pcrundang-

undangan.

Pasal 138

Scrdasarkan pengayuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

134 ayat (1), PA mengajukan perminisasn UP kepada Kuasa BUD

dengan menerbitkan SPM UP.
Berdasarkan pengajuan SVP GU sebsagaimanae di:naksud dalam Pusal

134 ayat (2), PA mengajukan pengyantian UP yang telah digunukan
kepada Kuasa BUD dengxyn menerbitkan SPM GU,
Berdasarkan pengajuan SPP Tl) sebagaimana dimaksud dalam Pasa)

134 avar (1), PA/KPA mengajukan perminiaan TU kepada Kuase BUD

dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 139

Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendshara

Pengeluaran/Bendehara Pengeluaran pembantu oo sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD
melukukan verifikas? stas:
a. kebenaran materia! surat bukti mengenai hak pihak penagin;
b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan

dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
©. ketersediaan dana yang bersangkutan.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Berdasurkan hasil verifikasi sebagaimuna dimaksud pada ayat (1).

PA/ KPA memecriniahkan petmnbayaran alas Beban APBD melalu

penerbitan SPM LS kepada Kusasa BUD.
Dalam hal hasi! verifikasi tidak memenuhi syurat, PA/KPA tidak
mencrbitkan SPM IS.
PA/KPA mengembulikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi
tidak memenuhi syarat scbagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lamba’. | (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pusal 140

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdusarkan SPM yang diteruna dari
PA; KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjarya.
Penerbitar) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2

{dua} hari sejak SPM diterima.
Dalam rangka pencrbitan SP2D sebagaimana dimaksud paca ayat
(2), Kuasa BLD berkewayiben untuk:
4. moencliti kelengkapan SPM yang ditcrbitkan oleh PA/KPA berupa

Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang

tercantum dalam perintah pembayaran;
¢. menguji ketcrsediaan dana Kegiatan yeng bersangkutan; den
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluacan

Daemh.
Kuasa BUD tidak menerbitkas\ S$P2D yang diajukan PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkap? Surat Pernyataan Tangsung Jawab PA/KPA;

dan /arau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan
sebaguimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (sami) han
terhitung scjak diterimanya SPM.

A

Pagal 141

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluarar) pcmbantu
melaksanakan pembayaran sctclab:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan

olch PA/KPA beserta bukti trensaksinys,
b. menguji kebcnaran perhitungun tagihan yang tercantum dalam

dokumen pembayaran; dan
¢. menguji kctersediaan dans yang bersangkutan.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenwhi.
Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran pembantu
bertanggungjawab secara pribadi atas pembaysran yang
dilaksanakannys.

v



Pasal 142

Bendahara Pengcluaran/Bendahara Pengeluaran pemmbantu sebagai wajib
pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan
scluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening
Kas Umum Negara.

Pasal 143

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membehani tahun anggaran yang
berkenaan sctclah tahun anggeran berakhir.

Pasal 144

(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajiu
mempertanggunyjuwahbkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK SKPN paling lambat tangga! 10 bulan berikutnya.

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengcluaran pembsentu pada
SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas

pengelolaan uung yang menjadi tanggung jxwabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada
PPKD seiaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surst pengesahan §laporan

pertanggungjawaber pengeluaran dan sanksi keterlambatan

penyampsian laporan pertanggungjawahan ditetapkan dajam
Peraturan RBupati.

(4) Penyampaian pertangpungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengcluaran pembantu sccara fungsivnal
sebaguimana dimakuud padaayat (2} dilaksaanakan sctclah diterbitkan
surat pengcsahan pertanggungjawaban pengcluaran olch PA/KPA.

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggarsn, pertanggungjawaban pengcluaran dana bulan Desember

disampaikan paling lamba: tanggal 31 Desember.

Bagian Ketyjoh
Pclaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 145

(1) Peluksanaan dan penatausshaan penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Dacrah dilakukan olch kepala SKPKD.

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan melalw Rekening Kas Uraum
Daerah.

(3) Dalam hal penerimaan dan pengcluaran Pembiayaun Dacrah
scbagnimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kelentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Darrah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan
dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.



Pasal 146

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun scbelumnya digunakan dalam

tahun anygaran ber‘alan untuk:
a.
b.

c.

(1}

(2)

(3)

(4)

(2)

(2)

(3)

menutupi defisit anggaran,
mendanai kewajihan Pemeriniah Dacreh yang belum tersedia

anggarannya;
membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
miclunasi kewajiban bunga dan pokok Utang,
mendanai kenaikan guji dan tunjangan pegawai ASN akibal. adanya
kebijakan Pemenmnish;
mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya;
dan/atau
mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari

yang telan ditetapkan dalarm DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang
dapat diselcsaikan sampai dengan batas akhir penyclessian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

d.
€.

f.

Fs

Pasal 147

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pcnggunaan Dana

Cadarigan sesuai peruntukannya.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah gehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah jumlah Dana Cadangen yang ditetapkan berdasarkan Perda

tentang pembenitukan Dana Cadangan yang bersangkulan
mencukupi.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi
scjumlah pagy Dana Cxdangan yang akeun digunakan scsuai

peruntukannya pada tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan
yang diletapkan dengan Perda teniang pembentukan Dana
Cadungan.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD atas

persctujuan PPKD.

Pusal 148

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran yang berkenaan sesua: dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Perda tentang P’embentukan Dana Cadangan.
Alokasi anggaran stbagaimana dimaksud pada sayat (1)
dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Dacrah ke rckcning
Dana Cadangan.
Pemindshbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan surat perintah BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.



Pasal 149

Dalam rangka pelaksanaan pengcluaran pembiayaan, Kuasa BUND

berkewajinan untuk:
A. meneliti kelengkapan pcrinish pembayaran yang diterbitkan olch

kepala SKPKD;
b. menguji xchenaran perhitungan pengeluaran Pernbiayaan yany

tercantum dalam perintah pemhayaran;
c. menguji kelerscdiaan dana yang bersangkutan; dan
d. menolak pencairan dana, apabila pcrintah pembavaran atlas

pengeluaran Pembiayaan tidak memecnuht persyaratan yang
ditetupkan.

Ragian Kedelapun
Penvelolaan Barang Miik Duerah

Pasal 150

(1) Pengelolaan BMD adalah kescluruhan Kegiatan yang meliputi

nerencanaan kebutuhar dan penganpyyran, pengadaun,

penggunaan, pemanfantan, pengarnanan dan pemcliburaan,

penigian, perindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahasan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

scsus! dengan Perda tentang Pengelolaan BMD sesuai dengan
ketentuan Peraturas Perundang-undangan.

BAR VIT

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN RELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

Bayian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama

Angguran Pendapatan dan Belunja Daerah

Pasal 151

(1) Pemerintah Dacrah menvusun laporan rcaliyasi semester periama
AVBD dan prognosis untuk 6 (cnarn) bulan berikutnya.

(2) Laporan scbayaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
DPRI> paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran
berkenaan.

Bupian Kedua
Dasar Perubehan Angparan Pendapatan

dan Belanja Daerah

Pasal 152

(1) Tsporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15] menjadi dasar perubshan APBD.

(2) Perubahan APBD scbagyimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diiakukan apabila terjadi:
a. perkembangan vany tidak scsuai dengan asumsi KUA:

T



b. keadaan vang menyebabkan harus diakukan pergescran
angraran anlar organisasi, antar unil organisasi, antar Program,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja,

¢. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebclumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berialan;

d. keadaan daruralt; dan/atau
e. keadawn luar biasa.

Bayian Keliga
Perubahan Kebijakunm Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dun Prioritas dan Plafon Anggaran Scmentara Perdnahan

Pasal 153

(1) Perkembangan yang tidak seyuai dengan asumsi KUA

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (2) huruf a dapat

berupa terjadinya:
a. pelampauan atau tidak lercapainya proyeksi Pendapatan

Dacrah,
b. pclampauan atu tidak terealisasinya alokasi Bclanja Daerah;

dan/atau
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Duerah.

(2) Bupati memformulasikan perkembangan yang udak sesuai dengan
asumsi KUA sebagairsna dimuksud pada ayat {1} ke dalam

rancangan pcrubahan KUA scrla perubahan PPAS berdasarkan

perubahan RKPD.
(3) Dalam resacangan perubeuhan KUA sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) discrtai penjclasan mengenai perbedaan asumsi dengan
KUA vang ditetapkan sebelunnya.

(4) Dalam rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada
avat (2) disertai penjelasan:
a. Program dan Kegia(an yang dapat diusulkan untuk ditampung

dalam perubahan APBD dengan mempcriimbangkan sisa

wakiu pelaksanssn APBD tahun angyaran berjalan:
b capaian sasaran kirnerja Program dan Kegiatan yang harus

dikurang) dalam perunahan APBD apatila asumsi KUA tidak
lercapai; dan

¢. capdian sasaran kinerja Program dan Kegiatan yang harus
ditingkaikan dalam perubahan APBD apabila melampaui
asumai KUA.

Ragian Keernpat
Pergeseran Anggaran

Pasal 154

Pergescrun anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, entar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar

obyek belanja, dan/atau anlar cincian obyek belanja.

Mi



Pasal 195

(ij) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar

Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belenja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan melalui perudahan Perda

tentang APBD.
(2) Pergeseren anggaran antar obyek belunja, Gan/atau antar Tinian

obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pagal 153 dilakukan
melalui perubahan Peraturan Bupat: tentang Penjabarar. APD.

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam icnis belanja dan antler rincian

obyek belanja dalam obyck velanja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Bupati.
[4] Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada aya! {1) dan xsyat

(2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

m

(5) Perubahan Pcraturan Bupati tenlang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sclanjutaya dianggarkan dalam Rancengan
Perda tentang Perubahan APBD aleu ditampung dalam laporan
realisasi ynggaran.

(6) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD schagaimana
dimaksud pada ayst (5) ditampung dalam laporan reahsxsi

uTiggaran apabila:
a. tidak melakuksn perubahan APND; atau
b. pergeseran dilakukan setelih ditetapkannyu Perda tentang

Perubsehan APBD.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran

diatur dalam Pcrsturan Bupati scauai dengan Kerentuan Peraturan

Perundang-undangan,

Ragian Kelima
Penggunuun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnys dalam

Perubahun Anggarur Pondapstan dan Belanja Daerah

Pasal 156

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnys untuk pendanaw) pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diformulasikan terlebih dahulu
dalam Perubahan DPA-SKPD dan /atau) RKA-SKPD.

Bagian Kecnam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 157

(1) Pemerintah NMserah mengusulkan pengcluaran untuk mendanai
kendaan darurat vang belim tersedia anggyrannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dalam rancangan perubahsn
ADB).

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
achagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakkukan setelah perubanan
APBD ainu dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan

perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disempaikan dalam

laporan realisasi anggaran.

v



(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Ketujuh
Pencganaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 158

Perubahar APBD hanva dapa! ditakukan | (satu) kali dalar | (satu)
tahun arggaran, Kecuah dalam keadaan luar biasa sebagaimana
dimaksuc dalam Pasa! 152 aval. (2) huruf e.
Keadaen luar diasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keadaan yang menycbahkan esuimasi penerimaan dan,/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan Icbih

bese dari 50% fima pulub perscraius).
Ketenilan mengensi pecrubahan APBD akibat keadaan luar biasa

sebagaimana dimaksud pada ayer (1) diatur dalam Peraturan Bupati
scsuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1

( >

(3)

Pusal 159

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi

penenimaan dalam APBD mengalami kenaixan lebih dani 50% (lima
puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2)

dapat diiakukan penambahan keyiatan buru dan/atau péningkatan
capaian Sasaran Kinerja Program dan kegiatan dalam tahun

anggaran berkenaan.
Dalam anal keadaan luar biasa yang menyebubkan estimasi

penenmean dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima

puluh perscratus) scbagaimana dimaksud dulam Pasal (58 ayat (2}

dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengursngan capuian
Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun

anggsran berkensan.

(2)

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanju Daerah

Pasal 160

Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) disarmpaikan

kepada DPRD paling Iambat minggu pcrtama bulan Agustus dalam
tahun anggeran yang berkenaan.
Rancangsn perubahan KUA dan rancangen perubshan PPAS

scbugaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan

disepakati menjadi perubsahan KUA dan perubahan PPAS paling
lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran yang
berkenasn.

Pasal 161

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah discpakati Bupati
bersamma DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 153 ayat (2)

menjadi pcdoman Pcrangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.
Perubahan KUA dan perubahan PPAS acbugaimans dimakraud pada

ayat (1) disampaiken kcpada Perangkat. Daerah disertai dengan:
a. Program dan Kegiatan baru;
b. kriteria DPA SKPD yang dapat diibah;



(3)

{1)

(2)

ec. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
d. dokumen schagai lampiren meliputi kodc rekening perubahan

APBD, format RKA SKPUD, analisis standar belanja, standar harga
satuan dan perenceanaan kebutuhan BMD scria dokumen lgin

yang dibutuhkan.
Penyumpaian sebagaimans dimaksud pada xyat (2) dilakukan paling
lambat minggu ketiga bulan Agustus lahun anggaran berkenaan.

Pusal 162

Kepala SKPD mecnyusun RKA SKPD berdasarkan penubahan KUA dan

perubahan PPAS sebugaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2}.
RKA SKPD sebegaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKI) sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda_ tcntang
Pcerubahan APBD.

Pasal 163

Ketentuan mengenai tala cara penyusunsan RKA SKPD schagaimana
dimaksud dsulam Pasal 90 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

penyusunan RKA SKPN pada peruhahan APBD.

(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal 164

DPA SKPD yang dapat diubah sehagaimana dimaksud dalam Pasal
161 ayat (2) huruf b beruva peningkatan atau pengurangan Ccapaarn

sasarar. kinerja Program dun Kegiatan dani yang telah ditetapkan
senna,
Peningkstan atau pengurangan capaian Sasuran Kincrja Program dan

Kegiatan scbaugaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam

perubanan DPA SKFED.
Perubahasn) DPA SKPD mecmuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok,

jenis, obyek, rincian obyrk pendapatan, belunja, dan Pembiaysan
baik sebclum dilakukan perubahan maupun sctelah perubahan.

Pasal 163

RKA SKPD yerg memuat Program dan Keyiatan baru dan perubahar
DPA SKPD yang akan dianggarkan daJem pcrubshan APBD yang
tclah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPRD
antuk diverifikasi.
Venfikasi sebagaimana ditnmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD
untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA
SKPD dengan:

perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
Prakiraan Maju yang telah disctujul;
dokumen perencanaan lainnya;
Capaian kirierja;
Indikatar Kincrja;
analisis standar belanja;
standar harga satuan:
perencansyn kebuiuhan BMD;
Standar Pelayanan Minimal; dan
Program dan Kegiatan untar RKA SKPD dan perrbahan DPA
SKPD.
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(2) Dalam hel hasil verifikasi TAPN scbagaimana dimaksud pada ayut (1)

Q)

(2)

(3)

(4)

terdapat kcudaksesuaian, kepala SKV’'D melakukan penyempuciaan.

Pasal 166

PPKD menyusun Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA
SAPD yang telah discmpu:rnakan olch kcpala SKPN.
Rancangan Perda tentang Penilwhan APBD sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) rnemuat lampiran paling scdikit terdiri atas:
& ringkasun APBD yang diklasifikasi menurut kelumpok dan jenis

pendapatsn, belanja, dan Pembiayaan;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemcrintahan Dacrah dan

organisasi;
¢. rincian APBD menurut urusan pemcrintahan Daerah, organisasi,

Program, Kegiatun, kclompok, jenix pendapatan, belunja, dan
pembiayaan;:

d. rekapitulasi Belanja Dacrah dan kesesuaian menurul urusan
Petnerintahan Daerah, nrganisasi, Program, dan Kegiatan:é. rekapitulasi Bclanja Deersh untuk keselurasun dan kcterpaduen
urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kcrangka
pengeloiaan keuaungan negara;

f. daftar jumlah pegawai per golongen dan per jabatan;
xy. daftar Prutang Daerah;
h. daftar penyertaan modal Dacrah dan investasi Daerah lainnya;
1. dallar perkiraan penambahan dan pengurangan asct tetap

Daerah;
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asct lain lain;
k. dattar Kegiatan tahun anggaran sebeluinnya yang bclum

disclesaikan dun dianggarkan kembwh dalam tahun anggaran
berkenaan;

lL. dattar duna cadangan Daeruh: dan
m. dafter Pinjaman Dacrah.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas nota kcuangan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD.
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubuhan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meriuat lampiran paling sedikit
terdiri atas:
a ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi

menurut, jenis, obyck, dan rincian obyck pendapatan, belunja,
dan Pembiayaan;

b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemcrintahan
Dacrah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyck, rincian
obyek pendapatan, belunja, dan Pembiayaan;

¢. daftar nama pencrima, alamat penenma, dan besaran hibah; dan
d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan

sosial.
Pasal 167

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disusun olch PPKD
disampaikan kepada Bupati.



Bsgian Kesembilan
Penctapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 168

Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
kepada DPRD disertai peniclasun dan dokumen pendukung untuk
dibahus dalam rangka memperoleh pcrsetujuan bersama paling lambat
minggu kedua bulan September tahun angyaran borkenaan.

Pasal 169

(1) Pembatasun Rancangan Perda tcntang Perubahan APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyxmpaikan
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan
dukumen pendukung sesuai dengan keterituan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pembauhasan Runucungan Perda tentang Perubahan APBID
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan
PPAS.,

Ragian Kesepiluh
Persetuyuan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan Anggaran Pondapatan dan Belanja Nacrah

Pasal 170

(1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentangPerubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupau palinglambat. 3 (tiga) bulan scbeclum tahun angparan yang berkenaan
berakhir.

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebupsimana dimaksud pada
ayat (lj tidak mengambil keputusan bersamna dcngan Bupati
terhadap Rancangan Perda teniang Perubahan APBD, Bupatimeclaksatakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD
tahun anggaran berkenaan.

(3) Penetapan Rancungun Perda tentang Perubshan APBD dilakukan
sctelah ditctapkannya Verda tentang PertanggzungjawabanPelaksanaan APBD tahun scbelumnys.

Bagian Kescbclas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Angparan

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Angguran Pendaputan dan

Belanja Dacrah

Pasal 171

fl} Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujuibersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang PerjabaranPerubahan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3
(tiga) han scjak tangyal persetwjuan Rancangan Perda tentangPerubahan APBT untuk dievaluasi sebelum ditctapkan oleh Bupati.



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan RancanganPeraturan Rupaxti tentang Penjabaran Perubahan APBD scbagaimanadimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPT), perubahanRUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupari dan DPRD.
Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda
lentang Perubahan APBD den Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjaburan Perubahan ABD sebugaimana dimaksud pada ayat (1)tidak scsuai dengan ketentuan peraturan penindang undangan yanglebih tinggi, kepentingan umum, perubahar: RKPD, perubahan KUA,Perubahan PPAS, dan RPRJMD, Bupati bersama DPRN melakukan
penyempurnaaun paling lama 7 (tujuh) hari sejak hagil evalunsi
diterima.,

Pasal 172

Penyempurnaan hasil evaluasi sebaguimana dimaksud dalam Pasal
171 ays! (3) dilakukan Bupati melaiui TAPD bersarmea dengan DPRND
melahii badan anggaran.
Hasil penyempumaan sebaguimana dimaksud pada ayat (1)
ditetupkan dengan Kceputusan Pimpinan DPRD.
Keputusun pimpinan DPRD sebagaimana dimsaksud pade ayat (2)
dijaciikan dasar penctapan Perda tentang Perubahan APBD.
Keputusan pin:pinan DPRD sebaguimana dimaksud pads ayat (2)
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
Keputusan pimpinan DPRD scbayei:nuna dimaksud pada ayat (2)
disarnpaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kcputusan tersebut
ditetapkan.

(1

(2)

(3)

(4)

(5!

BAB VII
AKUNTANS! DAN PETLAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bayjan Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 173

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
a. Kebiyakan Akuntansi Pemerintal Dacrah;
b. SAPD; dan
c. BAS untuk Dueerah, secsuai dengan kelentuan persturan

perundang-undangan.
Akurntansi Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 174

Kebijakan Akuntsnsi Pemeriniah Daerah sebagaimana dimaksud
daiam Pasa! 173 ayat (1) huraf a, Meliputi kebijakan skuntansi
pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akn.
Kebijaxaa akuntansi pelaporan keuangan scbapaimana dimakaud
pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur lanoran
kevanysan yang berfungsi sachagai punduan dalam penyajian
Pelaporan keuangan.

r



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

{3}

(1)

(2)

Kebijjakan ukuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau
pengungsapan transaksi alau pcristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 175

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b,
memuar pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalarn melakukan
icenulikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku
besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan kcuangan.
Penyajian laporan kevangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:

laporan realisasi angguran;
laporan perubahan saldo anggaran lebih;
NeCrHCHS

laporan operasional:
laporan arus kas;
laporan perubahan ekuitas; dan

g- catatan atas laporan keuangan.
SAPD sebaysimana dimaksid pada ayat (1) meliputi sistem
akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

d.
€.
in

Pasal 11/6

BAS untuk Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1)huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD
dan laporan kcuangan secara lengiap.

BAS untuk Dacrah sehagsimana dimaksud pada ayat (1) bertujuanuntuk mewwudkan statistik keusngan dan laporan keuangan sccara
nasional yung sclaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Dacrah, yang meliputi penganggsran,
pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.BAS untuk Dacrah sebagsimana dimaksud uyal (2) diselaraskan
dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat.

RBapian Kedua
Pclaporan Kevangan Pemcerintah Daerah

Pasal 177

Pelaporan keuangean Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dun penyajian lasoran keuangan Pemeriniah Dacrah
oich cntitas pelaporan scbagai hasil konsolidasi atas laparan
keusngan SKPN selaku entitas akuntansi.
Laporan keuungan SKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disajikan oleh kepala SKPD sclaku PA sebagai Entitas
Akuntansi paling sedikit. meliputi:

laporan realisasi anggaran;
Nerdcd;
laporan operasional;
laporan perubshan ekutas; dan
cAfatan atas laporan keuangan.

b.

d.
e.

qT



(3)

(1)

(2)

(3)

Gi}

(2)

(3)

(4)

Laporan kevangun SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan sctclah tahun angyaran berakhir sesuai dengan ketenmuan
Pereturan Perundang-undangan.

Pasal 178

Laporan Keuangan Permerintah Daerah sebegaimana dimaksud pada
Pasal 177 ayat (1) disusun dan disajikue vieh kcpala SKPKD selaku
PPKD scbagai Entitas Pelaporan untuk disumpaikan kepada Bupati
didam rangka memenuhi pertanggunyjawaban pelaksanaun APBD.
Laporan kcuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran Iebib;
c, meraca;
d. laporan operasional,
e. lJaporan arus kas;f Japoran perubshan ekuitas; dan
g. catatan atus laporan kcuangan.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebaguimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Rupati melalui Sekretaris Dacruh
paling lambat 3 (tiga) bulan sctclah tahun angyaran berakhir sesuni
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 179

Laporan Keusngan Pemerintah Duersh schagaimana dimuksud pada
Pasal 177 ayat (1) dilakukan reviu olch aparal pengawas internal
pemerintah sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-
undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemerikss
Keuangan untuk dilakukan pemcriksaan.
Laporan keuangan Pemerintah Dacrah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Kevangan paling
lambat 3 (tiga) bulan setclah tahun angysran berakhir.
Perenksaan laporan keuangan olch BPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disclesaikan selarnbat-lambatnya 2 (dua) bulan sctclah
Tacnenma laporan keuangan dari Pernerniniah Dacrah.
Dalam hal Badan Pomeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasi!l pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menenma laporan keusngan dari Pemerintah Daerah, Rancangan
Perda tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD diajukan
kepada DPRD.

3

Pasal 180

Bupati memterikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Keuangan Pemerinih Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (1).



(1)

(2)

Pasal 181

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
Keuangan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan kcuanganSKPD bulanan dan semesteran untuk d:sampaikan kepada Bupatimelalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian infyrmasi
Kevuangan Daerah, PPKI) menyusun dan moenyajikan laporan
keuangan bulanan dan semestcran untuk disampaikan kepada
Menteri dan menten yang menyelenggarakan urusan nemerintahan di
bidang kcuangan sesuai ke-entuan Peraluran Perundang-undangan.

BAT3 IX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

(1)

{2}

(3)

(4)

(1)

(2)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 182

Bupati menyampaikar Rancangan Perda tentang
Perlanggungjawaban Pclaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampui lJaporan kcuangan yang telah diperikse vleh Badan
Pemeriksa Keuangun sera ixhtisar laporan Kinerja dan laporan
kevangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan seteloh tahun
anggaran berakhir.
Rancanpar Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagairmana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersarnu DPRD
uniuk mendapat perset ujusn bersama.
Persetujuan bersama Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lambal 7 (tujuh) bulan setelah tahun
stiggaran berakhir.
Atas dasur persetujuan berswma scbagaimana dimaksud pada ayal.
(3), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Pupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelakeanaan APBD.

Pasal 183

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawahan Pelaksanann APBD
yang telah disetujui bersama dan Rancangen Persturan Bupati
lenlang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksangun APBD
disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
scjak tangyal persctujuan Rancangan Pcrda tentang
Pertanggungjeawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebehim
ditetapkan oleh Bupati.
Dalam hal Gubernur menyatakan hasil cvaluasi Rancangen Perda
tentang Perlungyungjawaban Pelaksanaan APBD sudah_ scsuai
dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Peruhahan APBD, dan
telah menindaklanjuli temuan laporan hasil pemerikssan Badan
Pemeriksa Kcuangan, Bupati menetapkan Rancangan Perda tersebut
menjadi Perda.

3

t



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal Gubcernur menyatakan hasil cvaluasi Rancangan Perda
tentang Pertanggungjawadan Pelaksanaan APBD bertentangan
dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, dan
tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemcriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, Kupati bersams DPRD melakukan
penyempurnasn psiing lama 7 (tujuh} hari terhitung sejak basil
cvaluasi ditcrima.

Pasa] 184

Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan scjak diterimanya Rancangan
Verda tentang Pertanggungjawabun Pelaksanaan APBD dari Bupati,DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap
Rancangan Perda tentang Pertanggungjawabun Pclaksanaan APBD,
Bupat: menyusun dan mencetapkan Persturan Bupati tentang
Perlangpungjawaban Dolaksanaan APRD.
Rancangan Peraturan Bupati vebagaimana dimaksud prada ayat (1)
ditctapkan seteiah mempcroleh pengesuhan dari GQubernur.
Untuk memperoleh pengcsahan sebagasimnana dimaksud pada ayut
(2), Tancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksunaan APBD heserta lampirannya disampaikan paling lamba. 7
(tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD.
Dalam ted dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak
mengesuhkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bupali menetapkan Rancangan Peraturan Bupati
tersebut menjadi Peraturan Bupati.

BAB X
KERAYAAN DAERATI DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 185

Sctiap pejabut yang dibcri kuasa untuk mengcelola pendapatan,
belanja, dan kekayaan Dacrah wajib mengusahakan agar sctiap
Piutang Daerah diselesaikan scluruhnya dengan tepal waktu.
Pemcnntah Daerah mempunyai hak mendanului atas piutang ienis
tertcentu scsuai dengan kelentuan peraturan pcrundang-undangear.
Piutang Daerah yang liduk dapat diselesaikan seluruhnys dan tepst
waktu, diselesaikan sesusi dengan kectentuan Peraturan
Perundangundangan.
Penyelesuian Piutang Dacrah yang mengakibatkan masalah perdalts
dapat dilakukan melalui pcrdamaian, kecuali mengenai Piutang
Daerah vang cura penyelesaiannya scsuai dcngan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pr



Pasal 186

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukivut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
yang mengatur mengenai penghapusan piutang Negara dan Daersh,
kecuall mengenai Piuung Dacrah yang cara penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal [87

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutrang Daerah yang
mengakihbatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pagal 185
ayat (4) dan penghapusan Piutang Dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 185, diatur dalam Perda scsuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Kedus
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 188

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka mempernleh
Mantfaul ekonomi, sosial, dan/ateu mantaat lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Karang Milik NDacrah

Pasai 189

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD scsuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undsangan,

Bagisn Keempat
Pengclolaan Utang Daernh dan Pinjaman Dacrah

Pasal 190

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Urang sesusi dengan kctentuan
Deraturan perundang-undangan.

(2) Rupati capat melakukan pinjaman sesuai dengan kctentuan
peraturan perundaugy undariger.

(3) TSiaya yarg timbul akibat pengelolaan Utang dsn Pinjaman Dacrah
dibebankan pada anggaran Belanja Dueruh.

BAB XT
BADAN LAYANAN UMUM DAFRAH

Pasal 191

()}} Pemernntah Daerah dapat membentok dalam rangka
meningksatkan pclayanan kepada masyarakat sesusi dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

r



(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada musyarakal
sebagaimana dimakaud pada avat (1), Bupati menetapkan kehijakan
fleksibilitas BLUD dalam Pcraturan Bupati yang dilaksanakan oleh
pejabat pengelola BLUD.

(3) Pejabat sengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
bertanggung jawsb alas pclaksanaan kebijakan fleksibilitias BLUT
dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek
manitaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal (92

Pelavanan kepada masvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pxasal 191
ayai (1) mel:puti:a penyediaan barnng dan/atau jasa layanan umum:
b. pengelolaan dana khusus wntuk meningkatkan ekonomi dan/atau

layansn kepada masvarakat; dan/atuu
c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk lujuan meningkatkan

perekonomian masyarakal atau layanan umum.

Pasal 193

(1) BLUD mcrupakan bagian dasi Pengelolaan Kcuangan Dacrah.
(2) BLUD merupakan kekaywyan Daerah yang tidak dipsahkan yang

dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan
sesuai dengan ketcntuan peraturan perundsang-undangan.

(3) BLUD iwenyusun rencana bisnis dan anggaran.
(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 194

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
BLUD dilakukuan oieh kipala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan
Pemcerintahan yang bersangkutsn.

Pasal 195

(1) Scluruh pendapsatan BIUD dapat digunakan langsyng unluk
membiayal belanja BLUD yang bersangkutan.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendapatan yang dipcrofeh dari ukuivitus peningkatun kualitas
pelavanan BLUD sesusi kebutuhan.

Pasal 196

Rencans bisnis dan angegaran scrta laporan kevangan dan Kinegja BLUD
disusun dan disajikan sebugai bagian yang tidak tcrpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kincrja
Pemeriniah Dacrah.

Pusal 197

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diarur dalam Peraniran Bupnati
Yang disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

a



BAB XII
PENVELESATAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasai 198

Scuap kerugian Kceuangan Daerah yang disebabkan olen tindakan
mclanggar hidsum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan
scsuai dengan ketennian Peraturan Perundang-undangan.

(1)

{1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 199

Sctiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejaha lain
yang karcna perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan
Kevangan Daerah wapb mengyanti kerugian dimaksud.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian kerugian
Dacrah scbagaimana dimaksud pada aval {1) sesuai dengan
keterntuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)

BAB XTi
INFORMAS! KEUANGAN DAERAII

Pasa] 200

Pemenniah Dacrah wajib menycdiakan informasi Keuangan Daerah
dar diumumkan kenada maayarakatl.
Informasi Keuangan Daerah sebaysimane dimaksud pada ayat (1]
paling scdikit mecmuat informasi penganggarun, pelukssnaan
anggaran, dan laporan keuangan.
Informasi Keuangan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunaken untuk:
a. membuntu Bupati dalam menyusun anggaran Daerah dan

laporan Pengelolaan Keuangan Daerah:
b. membaniu Bupati dalam merumuskan kebijakan Kcuangan

Daerah;
c. membantu Bupat: dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan

Dacrah;
d. menycdiakan statistik keuangan Pemerintah Daerah:
e. mendukuny keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelengguraan sistem informasi Keuangan Daerah;

dan
g- meclakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Informasi Kcuangan Dacrah scbagaimana dimaksud pada avat (2)
harus mudsh diakscr olch masyarakat dan wajib disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negscri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemecrintahan di
bidanyg keuangan.

Pasal 201

Dalam hal Bupati tidak mengumumkan informasi Keuangan Daerah
sebagrimmana dimaksud dalam Pasal 200 dikenai sanksi administratif

dengar. ketentuan Pcraturan Perundang-undangan.be



BAB XIV
PEMBLINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 202

Bupati melaksanacan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan
Dacran Kepada Perangkat Dacrah.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 203

Pembinaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dilakuxan
dalam bentuk fasilitasi, konsuluunsi, pendidikan dan pelatihan, serta
penclitian dan penpernbangan.
Pengawasan sebsagaimana dimaksud dalarn Pasal 202 dilakukan
dalam bentuk audit, review, evaluasi, pcmantauan, birnbingan teknis,
dan hentuk pengawasan lainnva sesusi dengan xetentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 204

Untuk mencapai Pengelolaan Keuanegan Daerah yang ekonomis,
efektif, cfisien, transparan, dan akuntabcl, Bupati wajib melakukan
pengeridalan internal atas penyelenggaraan Kegiatan pemerinishan
di Daerah.
Kelenluan mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian internal
sehagaimana dimaksud pyds syst (1) sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pcrundang-undangan.
Dalan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peracrintah Daerah
melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan
peratucan perundarng-undangan.

Pasal 205

Pemerintah Dacrah menerapkan sistem pemerintahen herbasis
clcktronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pencrapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertzhap disesuaikan
dengan kondisi dan;atau kapasitas Pemerintah Naerah.
Pemenntah Dacrah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang fPecngclolaan Kcuangan Dacrah secara
terintegrasi paling sedikit mcliputi:
a. penvusunen Program dan Kegigtsn dani rencena kerja Pernenintah

Daerah:
penyusunan rencana kerja SKPD;
penyusunan anggaran;
pengclolaan Pcndapatan Dacrah:
pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
skuniansi dan pelaporsn; dan
pengadaan barang dan jasa.

b.

d.

fh

g.



BAB XV
KETENTUAN PENUTLP

Pasa! 206

Pada saat Pcraturan Daerah ini mulai berlak, Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok VPengelolaan Kcuangan Daeruh
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lenbaran Decrah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 133)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 16 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengclolaan Keusnyan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakantidak berluku lagi.

Pasal 207

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Wacrah ini dengan pencmpatannya deleam Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal\?November 2022

£9KBUPATI INDRAGIRI HULU,Ke! 7

Z*REZITA I YOPI
Diundangkan di Rengat
pada tanggal 13 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR © _
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI
RIAU (6.67.C/2022).
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR- TAHUN

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAII

I. UMUM

Terbinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32
Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika
dalam perkembangan Pemcrintahan Daersh dalam rangka menjewab
permasalahan yang terjudi pada Pemerintuhan Dacrah. Perubahan
kebijakan Pemerintahan Deerah yang diatur dalarn Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Fernenntahan Daerah telah
memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemcrintahan Daerah,
lermasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemcrintahan Daerah, pengaturun mengenai Pengelolaan
Keuangan Dacrah juga mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negurs, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 15 tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggung Jawah
Keuvangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional Oleh karcna itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disusun untuk
meényempurnakan pengaturart Pengclolaan Keuangan Dacrah yang
scbclumnya diatiuir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolauan Kcuangan Dacrah. Bahwa penyempurnaan
pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tara
Pengelolaan Keuangan Dacrah yang baik, yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan partisipauf.

Berdasarkan Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019, maka
disusunnya Peraturan Tacrah tentang Pokok-Pokok Pengelolsan
Keuangan Daerah ini adalah untuk menggantikan Peravuran Dacrah
Nomor 14 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 14
Tanun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah yang
disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5% ‘tahun 2005
tentang Penge!olaan Keuangan Daerah, Scbhagaimana distur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka Peraturan Duerah
ini mencakup pengaturun mengenai percncanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan
Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

an
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a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses Pperencansan dan penganggyaran dalam Pemerintahan
Dacrah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih
menggescr penckanan penganggatan dari yang berfokus kepada
pos belanja/ pengeluaran pada Kinerja terukur dari aklivitas dan
Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan
mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran
Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pclavanan publik.
Kurukterisuk dan pendekxtan ini adalah proscs untuk
menegklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga
berdasarkan unil orgunisasi. Anggaran yang tclah terkclompokkan
dalam Kegiatan akan mcemudahkan pihak yang berkepentingan
untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan csra terletih
dahulu membuat indixator yang reicvan.

Peraturan Daerah ini menentukan proses penyusunan APHID,
dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan
pembuatan RKA SKPD olch masing-masing SKPD. RKA SKPD ini
kemudian dijadikan dasar untuk membuat Rancangan Ferda
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupali tentang
Penjabaran APBD. Rancangan Perda dan Raricangen Peraturar
Bupati yang tclah disusun olch Bupati kcmudian diajukan kepada
DPRD untuk dibahas schingga tcrcapai kcscpakatan bersama.
Rancangan Peraluran Daerah dan Rancangan Pecraturan Bupati
tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakdl
Pemenntah Pusat guna dicvaluasi. Hasil cvaluasi vang
menyatakan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati sudah sesusai dengan dokumen yang
menduxung, dijadikan dasar oleh Bupati untuk menctapkan
Rancangan Peraturan Oaerah menjadi Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimsasukkan dalam format
RKA, namun dalam proscs pcmbahasan anggaran yang terjadi
selamia int di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang
yang dikcluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil
(outcome) vang akan dicapai. Scbagaimana telah dijelaskan dialas
buhwa pengangparan pendekatun Kinerja lebih fokus pads
Keluaran (oudout) dan Hasil (outcome) duri Kegiatan. Hal ini terjadi
akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (outpuf) dan Hasil
foutcomz} dalam dokumcn penganggaran yang ada. Olch karena
itu, Peraturan Daerah ini menyempurnakan pengaturan mengenai
dokumen pengangearan, yaitu adanya unsur Kinerja dalam sctiap
dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan
kualitas pengangguran berbasis Kinerja scrta mewujudkan
sinkronisasi antara perencanaan dan penygangyaran yang sclama
int masih belum tercapsi.



b.

CG.

Pelaksunaan dan Penatausahaan

Proses pclaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga
harus memperhitungkan Kincrja yang sudah diteiapkan dalam
APBD. Proses ini harus scjalan dengan indikator Kinene yang
sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demiukian,
anggaran yang direncanakan biss sejalan sebagaimana mestinya
dan jumlah kesalalk dakun proses pelaksanaan dan
penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Daerah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam
SKPD, sehingga pelimpsahan kewenangan penerbitan SPM kepada
SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dar pelimpahan
tanggung jawab pclaksanayn anyyxaran belanja dapat sesuai
dergan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di
SKPKD.

Peraturan Daerah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang
bendahara scbagai pemegang kas dan juru baeyar yang sebagian
fungsinva banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis
Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak vang mclakukan
otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan
pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Daerah ini. Pemisahan
ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan sclama
Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal
Pemerintah Daerah.

Pros|es pelaksanaan dan penatsusahaan ini harus meningkatkan
koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan
penalausebiwan jugs hers meogelir sehingga bisa mendukung
pencatatan berbasis akrual. Hasis akrual ini merupakan hasis
yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kena
sama dari berbagai pitak di Pemerintahan Daerah diperlukan
untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi skrual.

Pertarggungjawaban Keuangan Dacrah

Pertangpungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk
laporan kcuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wijud
dari pernguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan
pertanggungjawaban Keuangan Duersh, setidaknya ada 7 (tujuh)
laporan kecuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daersh
yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operssional,
laporan perubahan saldo angpguran lebih, laporan perubahan
ekuilas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat vleh
Pemerintah Daerah merupakan dampak dari pcnggunaan
akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis
akrual ini merupakan tantangan tersendin bagi sctiap Pemcrintah
Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan olch
Pemenntah Dacrah salah satunya yaitu sumber daya manusia.



Sclain berbentuk Janoran kcuangan, pertanggungjawaban
Keuangan Daerah jugs berupa laporan realisasi Kinerja. Mclalui
laporan ini, masyarakut bisa melihat sejauh muna Kinerja
Pemerintah Daerahnya. Sclain itu, laporan ini juga scbagai alat
untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga
pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui
laporan ini Pemerintah Dacrah bisa melihat hal yang harus
diperhaikt untuk kepentingan proses penganggaran dan
perencanaan di tahun berikutnya.

Selanutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum
penyusunan, pelaksanaan, penatausahoeun, pclaporan,
pengawasan dan pertanggungiawaban Keuunyan Daerah vang
diatur dalam Peraturan Dacrah ini, Pemerintah Tserah
diharapkan mampu menciptukan sistem Pengclolaan Keuangan
Dacrah yang scsuai dengan keadasn dan kebutihan dengan tetap
Menaati peraturan perundang-undangan yang lebih ling scrta
menirjau sistem tersebut secara terus menerus denpan tujuan
mewiuudkan Pengcloiaan Keuangan Naerah yang cfcktif, cfisicn,
dan transparan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jclas.

Pasal 4
Ayart (1)

Yang dimaksud dengan “tertib’ adalah Kcuangan
Dacrah dikelola tepal waktu dan tepal guna
yang didukung dengan bukti admunistrasi yang
dapat dipertanggung jawabkan,

Yang dimaksud dengan ‘efisien” adalah pencepaian
Keluaran yang oinaksinin dengan oomasukar
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai Keluaran rertenru,
Yang dimaksud dengan “ekanomis” adalah
perolchan masukan dengan kualitas dan kuantitas
lertentu pada tingkat harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan "efektif’ adalah pencapaian
Hasil Program dcngan Sasaran yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan
Keluaran dengan Hasil. Yang dimaksud dengan



“transparun"” adalah prinsip keterbukaan yang
memunykinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapackan akses informasi seluas-luasnya
tentang Kceuangan Dacrah.

Yang dimaksud dengan 'bertanggung jawab" adalah
powiuwudan kewsjiban sescorang satuan kerja
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kcbijakan yang dipercayakan kepadanva dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan ‘“keadilan’ adalah
kescunbangan distribusi kewenangan dan
pencdanaannya.

Yang dimaksud dengan ‘kcpatutan" adalah
tindakan atau sustu sikep yang dilakukan dengan
wajar dan proporsional. Yang dimaksud dengan
"manfaat untuk masyarakat adalah Kreuangan
Dacrah diutamakan untuk pemenuhan kelutuhian
ToAsyarakal.

Yang dinvwksud dengan “taal pada ketentuan
peraturan perundang-undangan

| adalah
Pengelolaan Kcuangan Dacrah harus scsuai dengan
ketentuan peraluran perundarg-urndangan.

Ayat. (2)
Cukup jelus.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jclas.
Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "koordinator" adalah
terkait dengan peran can fungsi Sekretaris
Dacran membantu Bupat: dalam menyiusun
kebjakan can mengkoordinasikan
penvelenpyaraan Urusan Perenntiahan Daersh
termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Huruf v
Cukup jelss.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayal. (5)
Cukup jelas.

Ayal (8!



Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasa] 7
Cuhup jelas.

Pasa. 8
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Hurul b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jeclas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf ¢
Kewenangan pemurgutan pajak datrah
dapat dipisuahkan dari kewcnangun SKPKD
scsuai dengan ketentuan peraturan
perundany-undangan.,

Hun f
Cukup jelas.

Huru ¢
Cukup jelas.

Hurufh
Cukup jclas.

Muruti
Cukup jelas.

Hurulj
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (?]

Cukup jelas.
Ayat (3)

Hurufs
Cukup jelas.

Tluruf b
Culp jelas.

Hurul «:

Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Murufc
Cukup jelas.

Hurul

1p

p

1p

Cukup jclas.



Ayat (4)

Pasal 10

Huruf g
Cukup jclas.

Huruf h
Cukup jclas.

lluruf i
Yang Gimaksud dengan ‘melaksanakan
Pemberian Pinjaman Dacrah atas mama
Pemerintah Dacruh" adalah hanva __ terkait
eksekusi Pemberian Pinjaman Deerah buksen

kebijakan Pernberian Pinjaman Daerah.
Hurulj

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jcias.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal | 1

Ayat (1)
Hurufa

Cukup jelus.
Huruf b

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf¢

Cukup jelas.
Hural f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Hurufh

Cukup jelas.
Huruf i

Yang dimaksud dengan “menyelola Utang
dan Piutang Dacrah yang menjadi
tangpung jawab SKPD yang dipimpinnya’
adulsh sebagai sakibat yang ditimbulkan
dari pelaksanaan DPA SKPD.

Hurul j
Cukup jelas.

Hurul k
Cukup jelas.

Uuruf |

Cukup jelas.
Ituruf m

Cukup jelas.



Ayal (2)

Pass] 12
Ayat (1)

Ayal (3)

Avat [4]

Avat 1S!

Yurufn
Culkup jelas.

Cukup jelas,

Yang dimaksud cengan "Unit SKPD" termasuk unt
pelaksana teknis daerahn.

Cukup jelas.

Cakup jelas.

Gukup jelas.

Culcup jelas.

Pasal 13
Ayat {1)

Avat (2)

Ayar (3!

Pasal 14

Yane dimaksud dengan "PASKPA dalam
melaksanakan kegiatan menetapkar. pe:abat pada
SkPD/Unit SKPD selaku PP7TK" adalah PA/KPA
merctapkan PPTK mieclahi usalan alasan langsung
peyabut yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “membantu lugar" adalah
tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka
melaksAanaxan tindakan vang mengakibatkan
pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang
melaksanakan anggaran SKPD vang dipimpinnva,
vautu:
a.mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan

Kegiatan;
c.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan

anggaran atas Beban pengcluaran pclaksenaan
kegiatan; dan

¢. melaksanakan kepgiatan perpadasn barang/jasa
BCR UI dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yvang mengatur pcngadaan
barang;jasa.

Cukup jclas.
on 4 . “

Cruhktip selas,

Pasa. 15
Cukwup jclas.

cnPasa! !

Cukup jelas.



Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal ]8
Cukup jelas.ip

Pasal 19
CGukup jclas.

Pasal 20
Cukup jclas.

Pasat 21
Cukup jclas.

Pasal 22.
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Aval (2)

Ayat (3}

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “fungsi otorisasi” adalah
anggaran ducrah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatar: dan belanja pada tahun
berkenuan. Yang dimuksud dengan “fungsi
perencanaan” adalah anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
Kegiatan pada tahun berkenaan. Yang dimaksud
dengan “fungsi pengawasen” adalah arigearan
daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah
Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan keventuar: yang telah ditetupket.

Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah
anggaran dacrah harus diarankan unnik
menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemburusun sumber day serta
meningkatkan efisiensi dan cfcktiviias
porckonomian.

Yang dimaksud dengan “fungsi distribusi’ adalah
kebijukan anggaran daerah harus memperhatikan
rasa kesdilan dan kepatutan,

Yany dimaksud dengun "fungsi stabilisasi’ adalah
anggaran Pemerintah Dacrah menjadi alat untuk
memclihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian Daerah.

Vv



Ayat (4)
Cukup jelas.p

Vasal 25
Ayat {1)

Cukup jeclas.
Ayat. (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jclas.
Avat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7}

Yang dimaksud dengan "dienggarkun secara bruto”
adalsh jumlah Pendsapatan Daerah yany
dianggarkan tidek boleh dilurang dengan belanja
yang, digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/ atau dikurangl dengan
bagian Pemcrintah Pusat/ Daerah lain dalam
rangka bagi hasil.

ip

Pasal 26
Cukup jelas

Pssal 27
Cukup jelas

Pasa] 28
Cukup jelas.

Pasa] 29
Ayat. (1)

Yang dimaksud dengan "ckuitas" adalah selisih
anisra aset lancar dengan kewajiban jangks
pendek.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukuy jelas.

Pasal 30
Cukup jclas.

Puss! 31
Cukup jelas.

Pusu: 32
Cukup jelas.

Paseal 33
Cukup jelas.

¥



Pasal 34
Cukup jclas.1p

Pasal 35
Cukup jclas.

Pasal 36
Cukcup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup jclas.

Ayat (2)
Hurufa

Yang dimaksud dengan “pajak bum) dan
baungunan” adalah pajak yang dikenakan
aias bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimantaatkan
di kawasan yang digunakan~ untuk
kegiatan usaha, antara lain perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan scsuai
dengan ketentuan peraturan pcrundang-
undangan.

Huruf b
Culcup jelas.

Hunifc
Cukup jelas.1p

Ayat (3)
Cukup jclas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Sukup jelas.1pCc

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jeias.

Pasal 42
Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak
kendaraan bermo.or yung dibagikan oleh Dacrah provinsi
kepada Userah kabupaten/Kabupaten di wilayuhnya.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Huruf a



Hibah baik dalam bentuk dcvisa, rupiah, barang,
dan; atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelaunan
yeng udak perlu dihayar kembaili.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Pasal 45
Hibah termasuk surnbangan dari pihak ketiga/scjemis yung
tidak mengikat, tidak berdasarkan pcerfutungesn tertentu,
dun tidak mempunyai konsckucnsi pengeluaran atau
oengurangan kcwajiban kepada penerima maupun pemberi
serta tidak menyebabkan ekonumi biaya tinggi.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alokasi belanja" scmusi

dengan ketentuan peraturan perindang-undargell
untara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi
pendidixan, anggaran kesehatan, GAY
insfrastruktur.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Cukcup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Yang dimaksud dengan ‘standar harga satuan
regional” adalah harga satuan barang dan jasa yang
ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkal
kemahalan regional. Penetapan harga saluan
regional dilakukan dengan memperhatikan tingkat
kem#halan regional yang berisku disuatu Daerah.

Ayat (4)
Standar narga satuan pada masing-masing dacrah
dapat memperhatikan tingkat kemahalan yang
berlaki di suatu daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasai 50
Cukup jelas.



Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jclas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘belanja modal"
aviara lain berupa belanja modal tanah,
belanja modal pcralalar: dan mesin, belanja
modal gedung dan bangunan, belanja
modal jalan, irigasi dan jaringan, dan asct
tetap lainnya.

Hurufc
Cukup jJelas.

Hurut d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayer (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jclas.

Pxsal 4
Ayat (1)

Hurufa

1p

Yang dimaksud dengan "belanja pegawai”
antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambehan
penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan
lainnyva pimpinan dan anggota WPRD serta
Bupati/wakil Bupati, insentif pemungutan pajak
daersh dan retribusi dacrah, dan honoranum.
ITuruf b

Cukup jelas
Hurufc

Cukup jelar
Huruf da

Cukup jclas
Hurufc

Cukup jclas
Huruf f

Cukup jelas
Ayat (2)

Culcup jelas.
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Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 55
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 56
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cuokup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jclas.P.

Yang dimaksud dengan "“Pegawui ASN" adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instensi pemerintah.

Cukup jelas.

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan
pembahasan KUA.

fambahun penghasilan berdasarkan bebun kerja
diberikan kepada Pepawai ASN vany dibebani
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinila
melampaui beban kerja normal.

Tambahan penghasilun berdasarkan tempat
bertugas diherikaun kepada Pcgawui ASN yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah
micmiliki tingxat kesulitan tinggi dan Deerah
terpencil.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan
kerja yang memilild resiko tinggi.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan
profesi dibcrikan kepada Pegawai ASN yang dalam
Mengemban tugs» memiliki keterampilan khusus
dan langka.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
diberikan kepada Pegawai ASN yang memilki
prestani kerja yang linegi dan/ atau inovasi.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN
scpanjang diamanatkan olch peraturan perundang-
undangan.,

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 57
Avat {1)

Ayat (2)

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “belanja barang dan jasa’
antara lain beripa belarja barang pakai habis,
bahan/ matcrial, jasa kantor, jasa asuransi,
perawatan kendaraan bermotor,
cetak/pcnggandaan, sewa rumah/ _— gediung/
gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, scwa alat
beraf, sewa perlengkapan dan peraatan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan
alrivutnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan
hari-hari tertentu, peralanan dines, perjalanan
dinas pindah tugas, pemulangun pegawai,
pemeliharaan, jasa konsullans), jasaketersediaa
pelayanan (aveilability payment), lain lain
pengadaan barany/ jasa, belanja lainnya yang
ncjenis, belanja barang dan/ alau jasa yang
diserahkan kcpada masyarakat/pihak ketiga,
belanja barang dan/atuu jase yang dijual kcpada
masyarakat atau pihak keliga, belanja beasiswa
pendidikan PNS, belanja kursus, pclauhan,
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja
pembcrian uang yang diberikan kcpada pihak
kehga/ masyarakar’.

Yang dimaksud dengan “barang/ jasa yang ukan
discruhkun atau dijual kepada maayarakat/ pihak
ketiga’ adalah barang/jasa yang terkaif dengan
pencapaian Sasaran prioritas Dacrah yang
tercantum dalam RPJMD.

Cukup jclas.

Yang dimaksud dengan ‘belanja hinga” antara iain berupe
belanja
obligasi.

Pasal 59

bunga utang pinjaman dan bdelanja bunga ulang

Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)

Ayat (2)

Pembcrian hibah didasarkun atus usulan tertulis
yang disempaikan kepada Bupali. Pemberian hibah
juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada
partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengun Ketentuan
peraluran perundang-undangan.

Cukup iclas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "belanja modal’ antara Jain
beropa belanja modal tanuah, helanja modal
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dar
hangunan, belunja modal jalan, ingasi dan
jaringan, dan ssel. tetap lannya.

Ayat [2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jclas.

Pasal 65
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu Jainnya’
adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi
pemberi dan/ atau pencnms bantuan keuangan.

Ayat (2)
Cukup jclas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayal (6)
Cukup jelas.

Ayai (7)
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayal (1)

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik
masing masing Pemerintah Dacrah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Avat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67
Culcup jclas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jclas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasel 71
Ayat (1)

Cukup jclas.
Ayat (2)

Yang dimaksud denpan "“bukti penerimaan" scperti
dokumen Iclang, akia jual beli, nota krcedit, dan
dokumen sejenis lainnya-

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukwuip jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasa] 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jclas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasa) 80
Cukup jelas.1p
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Pasal 81

Ayat (J)
Yang dimaksud dengan “surplus APBD" adalah
selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja
Dacrah. Yang dimaksud dengan “defisit APBD"
adalah echaih kurang antara Pendapatan Daerah
dan Belanja Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Paya] &2
Huruta

Yang dimuksud dengan "pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo’ adalah pembayaran pokok
utang yang belum cukup tersecia snpyaran dalam
pengcluaran pembisysan sesusi dengan perjanjian.

Hurui b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jeias.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal &4
Cukup jclas.

Pasal 85
Culcup jelas.

al

Pasal 8&6

Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Ituruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jcias.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurniufe
Cukup jeclas.

Hurof f
Strategi pencapaian =o

metus
konkret dalam mencapai target.

langkah

1



Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal $8

1p

Bupvati menyampaikan Rancangun Perda tentang APBD
berdasarkun RKA SKPD yang disusun dengan mengacu
pada RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang
disusgun oleh Bupati.

Pasal 89
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruta
Kegiatan Tahun Jamak mengacu peda
Program yang fercantum dalam RPJMD.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas
pelaksanaan Kegiatan yang micrurut
sifalnya harus tctap berlangsung pada
pergantian tahun angryaran’ éntara lain
penanaman benih/ bibit, penghijauan,
pelayanan penntis laut/ udara, makanan
dan obat di rumah seakit, pclayanan
pembuangan sampeh, dan pengadaan jasa
pelayanan kebersihan (cleaning sence}.

Ayat (3)
Cukup jclas.

Ayal (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukunp jelas.

Avat (6)
Cukup jclas.

Pasal 90
Ayal (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPN,
kepala SKPD mengevaluasi basil pclaksenaan
Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun xnggaran
sebelumnva sampai dengan semesier pertama
tahun anggaran beralar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 91

1p

Cukup jelus.



Pasal 92
Ayat (1)

Penyusunan RKA SKPD dengan pendckatan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dilakukan
secara beriuhap discsuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jeias.

Ayat (4)
Cukup jeias.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pusal 97
Cukup jelas.

Pasal 9%
Cukup jcias.

Pusal 99
Aya’ (1)

Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi
Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kineyja dan
indikator Kinerja masing masing Program dan
Kegiatan.

Ayal. (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Avat (4)
Cukup je‘as.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ‘penjclasan dan dokumen
pendukung" antara lain nota kcuangan, RKP, KUA
dan PPAS.

Ayat (2)
Cukup jclas.



Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasa) 101
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun
aunggaran scbelummnya" adalah pagu jumlah
pergeluaran APDD vang= ditctapkun dalam
perubahan APRD tahun sebelumnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ‘belanja yang bersifat
mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara
terus mencrus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlish yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran berkenaan, scperli belanja pegawni, dan
belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib"
adalah belanja untuk terjaminnya kclangsungan
pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasur
masvyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,
kewojiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjuman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya s¢suai dengan kelentuan perxturan
perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukun jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jclas.

Pasa: 107
Cukup jclas.

Pasa. 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110

1p

Cukup jelua.

T



Pssal 111
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Contoh Penerimaan dan Pengciuaran Daerah yang
tidak dilakukan melalui Rekening Kx»s Umum
Dacrah, antara lain sumber penerimmaan yang
berasal dari Pembiayaan pinjaman dan/atau hibah
{uar negeri tidak harus dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Dacrah namun tctap harus dibukukan
dalam Rekening Kas Umum Dacrah.

Pasa] 112
Cukup jclas.

Passel 13
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jclas.

Pasal 115
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yanz dimaksud dengan ‘dokumen lain yang
dipersvymekan dengan SPD" antars lain keputusan
tentang pengangkalan pegawai.

Ayut (3)
Cukup jcias.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)

Yanp dimaksud dengan "bank umum yang sehat
adalah bank umurn di Indonesia yang aman sehat
sesuai dengan ketentuan pceraturan perundang-
undangan yangmengalur mengenai perbankan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 118
Culkup jelas.

Pasal 119
Cukup jclas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Y



Pasal 122
Ayal (1)

Ayat (2)

Pasal 123
Ayat (1)

Ayat (2)

Avat (3)

Pasa] 124

Yang dimaksud dengan “mendepositokan" adalah
penemparan dcposito dilakukan pada bank umum
di Indonesia yang xwman/sehat senuai dengan
kefentuan peraturan perundang-undangan yang
Tengatur menyenai perbankun dan tidak
melurnpaui tahun anggaran berkeriaan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Renecana pencrimaan dana hanya diberlakukan bagi
SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pendapatan.

Cukup jclas.

Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pusal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukubp jelas.

Pasal 131
Ayat (1)1”

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "“Penerimaan Duerah yang
sifatnva beruiang’ adalah pencrimasn yang scoap
tahun rutin dianggarkan, seperti pendapatan pajak,
pendapatuun retribusi, dan lainnya.

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Dacrah yang
sifatnya liduk berulang” adalah pencrimaan yang
tidak ectiap tahun dianggarkan, seperti pendapestan
tuntutan ganti rugi, pendapatan penjualan
kekayaan dacrah yang dipisahkan, dan lainnya.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal | 32
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pusal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup jeas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelaxs.

Ayat (3)
Hurul »

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaxsud dengan
pombuyaran" adalah
mempbayarkan dari PA/ KPA.

Uuruf ¢
Cukup jelas.

tHuruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pass] 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

“perintah
penntah



Pasa] 143
Cukup jelas.p

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jclas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jclas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 15}
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prognosis’ sdalah prakiraan
danpenjelasannya yang akandircalisir dalam 6 (enam)}
bulan berikutnya berdasarxan realisasi.

Avat (2)
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasa! 154
Cukup jelas.1p

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup Jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ‘lebih besar duct 50% (ima
puiuh perseratus)" adalah batas persenlase minimal
selisih (gap) kcnaikan antara pendapatan dan belanja
dalam APRN.

Avat. (3)
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasa! 160
Cukup jclas.

Passl 161
Cukup jelas.1p

Pasal 162
Cukup jelus.

Pasal 163
Cukup jclas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pusia: 166
Cukup jelas.

Pasa 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Yany dimaksud dengan “penjelasan dan dokumen pendukung’
antara lain nola keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan
KUA dan PPAS.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jclas.

Pasal 173
Cukup jelas.
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Pasal 174
Cukup jclas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Culp jelas.

aasal 177
Cukup jclas.

Pasal 178
Ayal (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruofa
“laporan realisasiYang dimaksud dengan

angparan" adalah laporan yang menggambarkan
perbandingan antara wngguran dengan
realisasinya dalam { (satu) periade pelaporan
sesual struktur APBD yang diklasifikasikan ke
dalam kelumpok, jenis, obyek dan mncian ubvek
pendapatan, bclanja dan pembiayaan.

Hurufb
Cukup jelas,

Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Mural f
Cukup jelas.1P

Huruf g

Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jeias.
Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.1p

Pusal {91
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.
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Pasal 183
Cukup jeias.

Pasal 184
Cukup jelus.

Pasal 185
Cukup jejas.

Pasal 186
Cukup jelas.pP

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasa] 18%
Investasi dilakukan sepanjang memberi munfunt bagi
peningkatan pendapatan dacrah, peningkatan kesejahteraan
masyarakal, peningkatan peluyenan masyarakat, dan/ atau
tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah scsuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 189
Cukup jeias.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasa] 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Huruf s

Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan atau
jasalayanan umum' antara lain rumah salat daerah,
penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan
dukumen, penyelenzgaraan jass penviaran publik, dan
pelayanan jasa penclitian dan pengujian.

Huruf b
Yany dimaksud dengan “dana khusus untuk
meningkatkan ckonomi dan/atau layanan kepada
masyarakaz" antara lain dana bergulir, usaha mikro,
kecil, menengah, dan tabungan perumuhan.

Hurufc
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pana] 194
Cukup jelas.

Passal 195
Cukup jelas.

v



Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelus.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jclas.

Pasa. 204
Cukup jelas.

Puss) 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.
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